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ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG 

(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta) 

 

ABSTRAK 

 

Tingginya urgensi K3 pada sektor konstruksi di Indonesia membuktikan 

bahwa Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya, serta mengelola 

K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh 

sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Penilaian SMK3 pada Proyek 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat penerapan SMK3 yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh 

terhadap pemenuhan penerapan SMK3 dan selanjutnya memberikan respon sebagai 

upaya melakukan tindakan perbaikan/improvement. Berdasarkan dari hasil Audit 

dan analisis yang terdiri dari 166 kriteria (Tingkat Lanjutan) penilaian sebagaimana 

tercanum dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang SMK3, telah diketahui jumlah 

kriteria terpenuhi/sesuai yaitu 149 kriteria dengan nilai persentase penerapan 

sebesar 89,76% dan terdapat 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai yaitu dengan 

nilai persentase sebasar 10,24% (Kategori Minor). Hasil tersbut termasuk dalam 

kategori tingkat penilaian penerapan (Memuasakan). Penerapan SMK3 pada 

proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh PT. ATP ini 

telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Analisis, Penerapan SMK3.  
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (OSHMS) IN 

BUILDING CONSTRUCTION PROJECT 

(Case Study: Sleman DPRD Building Construction Project, Yogyakarta) 

 

ABSTRACT 

 

The higher urgency of Safety and Health on construction sector in Indonesia 

proves that the implementation of the Occupational Safety and Health Management 

System (OSHMS) can be a reference that regulates various activities on it, as well 

as managing Safety and Health systematically and comprehensively in a complete 

management system as an effort to prevent work accidents.  Assessment of the 

OSHMS at Sleman DPRD Building Construction Project aims to determine the 

extent of the implementation of OSHMS, some factors influence the fulfillment of 

OSHMS implementation and then provide a response as an effort to take 

improvement action.  Based on the results of the audit and analysis consisting of 

166 criteria (Advanced Level) assessment as stated in Government Regulation No. 

50 of 2012 on OSHMS, it is known that the number of criteria is fulfilled / 

appropriate, namely 149 criteria with a percentage value of 89.76% and there are 

17  The criteria are not fulfilled / not in accordance with the percentage value of 

10.24% (Minor Category).  The results fall into the category of application rating 

level (Satisfactory).  Application of the OSHMS at Sleman DPRD Building 

Construction project carried out by PT. ATP is in accordance with and refers to the 

prevailing laws and regulations. 

 

 Keywords: Analysis, Implementation of OSHMS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proyek konstruksi adalah sektor pekerjaan yang memiliki tingkat risiko dan 

kecelakaan kerja, hal ini disebabkan akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya 

melakukan penerapan Sistem Manajemen Kselamatan dan Ksehatan Kerja (SMK3) 

yg baik dan sesuai dengn peraturan prundang-undngan yg brlaku. Seringkali 

penerapan K3 pada suatu proyek konstruksi dianggap hanya sebagai beban biaya, 

bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja namun dapat 

memberikan tingkat kerugian dari proyek konstruksi itu sendiri.    

Mengingat tingginya urgensi K3 pada sektor konstruksi di Indonesia, 

pemerintah telah mengatur penyelenggaraan penerapan K3 dalam Undang-Undang 

serta kewajiban dalam pelaksanaanya disemua sektor industri konstruksi. Hal ini 

dilakukan agar penerapan K3 menjadi hal mutlak untuk melindungi dan 

meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas kinerja serta dapat menjamin kualitas dan keamanan suatu pekerjaan 

sehingga dapat tercapainya zero accident. (PARAMPARA, 2018). 

Setiap kegiatan proyek konstruksi tentu akan memiliki target penyelesaian 

pekerjaan dengan tepat waktu, mutu dan biaya sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan, akan tetapi banyak aktivitas proyek konstruksi yang dilaksanakan 

memiliki beberapa kendala didalamnya yang dapat memberikan kerugian dan 

menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, salah  satu penyebab 

terganggunya adalah kecelakaan kerja yang memungkinkan dapat terjadi pada 

proyek konsruksi (Sepang et al., 2013). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam 

sebuah kegiatan proyek konstruksi, yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu 

permasalahan yang banyak menyita perhatian dikarenakan mencakup berbagai hal, 

diantaranya adalah dari segi kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, serta aspek 

hukum yang harus dipertanggung jawabkan demi menjaga citra dari organisasi/ 

perusahaan itu sendiri (Sanjaya et al., 2012). 
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Secara umum Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) sering terabaikan serta kurang memiliki perhatian khusus, hal ini 

ditunjukan dengan masih adanya kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi. Setiap 

proyek konstruksi memiliki sifat dan ciri yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh 

cuaca, waktu pekerjaan yang terbatas, pekerja yang belum memiliki kompetensi 

tinggi, penggunaan alat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan 

kerja, hal ini menunjukan bahwa proyek konstruksi memiliki risiko kecelakaan 

kerja yang fatal (Pangkey et al., 2012). 

Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola 

K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, 

sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, 

mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat 

terendah. Penerapan K3 yang sesuai prosedur akan menumbuhkan kepercayaan dan 

keyakinan akan jaminan keselamatan dan keamanan dari para pengguna jasa 

konstruksi. 

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman ini merupakn salah satu peroyek 

kontruksi yng memliki tingkat risiko dan kecelkaan kerja, hal ini disebabkan oleh 

banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat, adanya pennggunaan alat-alat atau  

mesin cannggih yng cukup memerlukn metode dan kahlian khusus serta 

memerlukan pengawasan dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat berpotensi 

menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja. Terabaikannya penerapan K3 pada proyek 

konstruksi dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Kegiatan 

konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-

undangan dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan 

Gedung DPRD yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu dengan cara melakukan sistem Audit internal pada 

perusahaan pelaksana konstruksi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 



3 

 

tingkat penerapan yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam 

melakukan pemenuhan penerapan SMK3 yang selanjutnya memberikan respon 

sebagai tindakan koreksi dan perbaikan/improvement dalam upaya melakukan 

pemenuhan penerapan SMK3 sesuai peraturan peundang-undangan serta 

pencegahan kecelakaan kerja. 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan 

jaminan keselamatan bagi para pekerjanya serta diharapkan dapat memberikan efek 

yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan 

proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapat 

diatasi, dihindari atau ditekan seminimal mungkin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pada lancarnya kegiatan 

dan pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, maka dari itu perlunya perhatian dan 

tingkat kesadaran yang tinggi bagi para pelaku usaha konstruksi untuk selalu 

senantiasa berorientasi pada suatu norma hukum dan peraturan yang berlaku yaitu 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dengan judul pada penelitian yaitu 

Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung dengan studi kasus yaitu; Proyek 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta. Maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Seberapa besar tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD 

Sleman  yang dilaksanakan oleh perusahaan? 

b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terpenuhnya penerapan dalam 

melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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(SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang 

dilaksanakan perusahaan? 

c. Bagaimana tindakan respon perbaikan/iprovement dalam upaya melakukan 

pemenuhan penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek pembangunan Gedung DPRD 

Sleman yang dilaksanakan perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD 

Sleman yang dilaksanakan perusahaan yaitu dengan melakukan sistem 

Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan berdasarkan PP No.50 

Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3. 

b. Megetahui faktor penyebab tidak terpenuhnya penerapan dalam 

melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang 

dilaksanakan perusahaan berdasarkan persayaratan peraturan perundang-

undangan. 

c. Mendapatkan tindakan respon untuk melakukan perbaikan/ improvement 

dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan pada Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan 

Gedung DPRD Sleman yang dilaksankan perusahaan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Untuk tercapainya tujuan dan hasil yang baik dari kegiatan penelitian ini, maka 

peneliti perlu memberikan batasan masalah atau lingkup yang akan diuraikan dalam 

pembahasan agar permasalahan pada obyek penelitian tidak terlalu luas dan 

mendapatkan hasil yang maksimal, batasan tersebut adalah: 
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a. Kegiatan penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD 

Sleman dalam melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu PT. 

Ardi Tekindo Perkasa (ATP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Data yang dikumpulkan merupakan data yang diambil dari beberapa 

responden yang dianggap ahli dan mempunyai peran serta wewenang 

terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yaitu dengan 

cara melakukan sistem Audit internal perusahaan (PT. ATP) selaku 

pelaksana konstruksi. 

c. Analisis dan penilaian Audit pada penelitian ini mengacu pada peraturan 

perundang-undangan berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi badan atau 

perorangan dalam melaksanakan Penerapan SMK3 pada proyek konstruksi 

bangunan gedung, khususnya perusahaan terkait sebagai suatu tindakan koreksi, 

perbaikan/ improvement pada proyek yang sedang berjalan/dikerjakan dan pada 

proyek yang akan datang. 

Kegiatan penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi untuk penelitian 

lebih lanjut, khusunya dalam bidang pendidikan pada penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi 

gedung. 

Sebagai salah satu sarana untuk melatih dalam pembuatan suatu karya tulis 

ilmiah serta dapat menerapkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah diterima 

dalam dunia konstruksi selama mengikuti masa pendidikan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdhulu/ tinjaun pustaka merupakan salah satu yang akan dijadikan 

bahan acuan dalam melakukan penelitan serta mengandung keterangan-keteragan 

yang akan dilakukan oleh penelitian sejenis seblumnya, sehingga diharapkan dapat 

memperkaya teori/ referensi yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian ini. 

 

2.1.1. Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada 

Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman 

Penelitian ini dilakukan oleh Sidik dan Hariyono (2017), dalam studi 

penelitian ini dijelaskan bahwa, keselamatan kerja merupakan masalah yang paling 

banyak menyita perhatian berbagai organisasi karena mencakup beberapa hal yaitu 

prikemanusiaan, ekonomi, aspek hukum serta pertaggung jawaban organisasi 

tersebut. Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko 

tinggi terhadap kecelakaan kerja yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan 

kepatuhan kerja terhadap aturan yang telah ditetapkan. Berbagai penyebab utama 

kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang dikerjakan adalah hal-hal yang 

behubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja 

yang berbeda-beda terbuka dan dipengaruhi oleh faktor alam yaitu cuaca, waktu 

pelaksanaan terbatas serta dinamis yang menuntut ketahan fisik dan ditambah 

dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana responden pada penelitian 

tersebut antara laian yaitu;  HSE Coordinator, Chief Safety, Operator crane, dan 

pekerja proyek. Dari hasil yang telah didapatkan oleh peneliti diantaranya adalah 

penerapan dalam proses pencegahan bahaya di proyek konstruksi Sahid Jogja 

Lifestsyle sudah sesuai dengan standar prosedur/ SOP kontraktor serta program 

sosialisasi K3 pada proyek tersebut sudah cukup baik, namun ketersediaan Alat 

Pelindung Diri (APD) dan dalam pemakaian/ penggunaanya belum cukup baik, 

akan tetapi sudah sesuai dengan SOP kontraktor.  
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2.1.2. Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja 

dan Lingkungan (K3L) Pada Pembangunan Flyover Pegangsaan 2 

Kelapa Gading Jakarta Utara 

Penelitian ini dilakukan oleh Hakim (2017), pada penelitian ini menyatakan 

bahwa, Manajemen risiko merupakan aplikasi dari manajemen umum yang 

berhubungan dengan berbagai aktifitas yang dapat menimbulkan risiko, manajemen 

risiko juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organasi dalam proyek itu 

sendiri. Penerapan manajemen risiko K3L terdiri dari beberapa tahapan yang perlu 

untuk dilakukan, diantaranya adalah menentukan konteks, melakukan identifikasi 

risiko, penilaian risiko, analisis risiko dan mitigasi risiko, hal ini dilakukan agar 

dapat berjalan dan sesuai dalam proses penanganan manajemen risiko K3L. Pada 

saat pembangunan Flyover Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara ini telah 

terjadi 4 kecelakaan kerja. Hal ini menunjukan bahwa pentingnya kesadaran 

terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan dalam proyek konstruksi merupakan hal penting untuk menekan 

seminim mungkin terjadinya kecelakaan kerja, melakukan identifikasi terhadap 

risiko mulai dari risiko tertinggi hingga risiko terendah. Metode yang dilakukan 

pada tahap pengumpulan data diantaranya adalah melalui berbagai referensi 

(Literature), data primer yang didapat pada saat pengamatan proyek, yaitu dengan 

menjelaskan variabel dan pengolahan data pada tahap identifikasi risiko dan 

melakukan analisis risiko. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut 

merupakan dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 10 responden dengan 

memiliki sertifikat terdaftar pada Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Konstruksi Indonesia, serta memiliki pengalaman bekerja yang baik pada proyek 

konstruksi pembangunan flyover. Sedangkan metode penilaian yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan matriks penilaian risiko yang bersumber dari AS/NZS 

4360:2004. Berdasarkan dari analisis risiko yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa beberapa risiko dapat dilakukan dengan cara mitigasi risiko 

yaitu berupa penerapan aturan yang jelas sesuai dengan metode pelaksanaan 

pekerjaan yang berdasarkan SMK3, ksususnya mengenai APBD dan 

mengasuransikan semua pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. 
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2.1.3. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa 

Merr Surabaya 

Penelitian ini dilakukan oleh (Wulandani, 2015) pada penelitian ini dijelaskan 

bahwa indonesia memiliki banyak sektor jasa konstruksi yang salah satunya di kota 

Surabaya, sektor ini merupakan industri konstruksi yang memilki tingkat risiko 

kecelakaan kerja. Oleh karena itu pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) di lokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) ini juga merupakan perencanaan dan pengendalian proyek sebagai upaya 

pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja 

(SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang 

meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, 

proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, 

pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian 

risiko dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja guna terciptanya tempat kerja 

yang aman, efisien, dan produktif (MPU RI, 2008).  

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif, dan dalam pengambilan data menggunkan kuesioner dan wawancara 

yang berisikan pertanyaan sesuai berdasarkan PP No.50 Tahun 2012. Metode 

pengolahan data Check List menggunakan perhitungan nilai, dan pencapaian akan 

dibagi menjadi tiga kategoori tingkat penerapan sesuai pedoman perundang-

undangan, yaitu tingkat awal, transisi dan tingkat lanjutan. Perhitungan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

ΣNilai Pemenuhan

Kriteria
x 100% = Persentase Tingkat Pencapaian 

Tingkat penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP 

No.50 Tahun 2012 digolongkan sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 

Ktegori Perusahaan 
Tingkat Pencapaian Penerapan 

0 - 59% 60 - 84% 85 -1 00% 

Kategori Tingkat 

Awal (64 Kriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori Tingkat 

Transisi (122 Kritria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori Tingkat 

Lanjutan (166 

Kriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

(Sumber: PP No.50 Tahun 2012) 

Hasil perhitungan penilaian dengan check list yang dilakukan berdasarkan 

tingkatannya dengan jumlah prsentase sebasar 95,20% dikategorikan tingkat 

penerapan memuaskan. Selain itu terdapat 16 kriteria  ketidaksesuaian, dikarenakan 

terjadi ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan, dengan demikian 

perusahaan siap untuk menerapkan PP No.50 Tahun 2012 karena telah melebihi 

batas pencapaian memuaskan yaitu 85%. 

 

2.1.4. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia 

Penelitian ini dilakukan oleh Pangkey, Malingkas dan Walangitan (2012) 

Studi kasus yaitu pada Pembangunan Jembatan Dr. Ir Soekarno – Manado. 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (SMK3) merupakan sistem yang 

dilakukan untuk melakukan perlindungan kepada tenaga kerja dan jasa konstruksi 

sebagai upaya untuk meminimalisasi dan menghindarkan dari risiko kerugian, baik 

moral, material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan kerja dan lingkungan 

kerja. Peraturan/ regulasi  tentang penerapan SMK3 di Indonesia telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/MEN/1996. Penelitian yang 

dilakukan adalah mencoba untuk memberikan jawaban terhadap bagaimana standar 

dan pedoman SMK2 yang digunakan pada proyek konstruksi/ pembangunan 

Jembatan Dr. Ir Soekarno – Manado, serta membahas pengaruh apa saja yang 

menjadi kendala/ faktor dalam proses pelaksanaanya bagi perusahaan dan bagi para 
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tenaga kerjanya. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi langsung ke lapangan, melakukan evaluasi secara langsung 

dari data-data SMK3 yang telah diterapkan perusahaan serta studi pustaka sebagai 

data pendukung. Berdasrkan dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan telah merencanakan dan menerapkan SMK3 

dengan baik di lokasi proyek berdasarkan dari hasil observasi langsung yang di 

dapatkan di lapangan, hal tersebut dapat terlihat dari kelengkapan prosedur-

prosedur untuk mengatur terlaksananya pekerjaan dengan aman dan efisien. 

Standar dan pedoman yang digunakan dalam mengatur sistem ini disusun dalam  

Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Proyek. 

Penerapan prosedur-prosedur tersebut disesuaikan dengan standar international 

yaitu Occupation Health and Safety Management System (OHSAS) 18001:1999 dan 

memiliki kesamaan dengan SMK3 yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor: Per.05/MEN/1996. Penerapan SMK3 yang baik dapat memberikan 

pengaruh yang baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja, hal tersebut dapat dilihat 

dari rendahnya jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. 
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Tabel 2. 2 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sidik dan Hariyono 

(2017) 

Analisis Penerapan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3)  

Studi Kasus: Proyek Konstruksi 

Sahid Jogja Lifestyle City di 

Kabupaten Sleman 

 

1. Deskriptif Kualitatif 

2. Observasi, wawancara 

3. Terdiri dari 7 orang responden 

yaitu:  1 HSE Cordinator, 2 Chief 

Safety, 1 operator crane dan 3 

pekerja 

1. Penerapan dalam proses pencegahan bahaya di 

proyek konstruksi Sahid Jogja Lifestsyle sudah 

sesuai dengan standar prosedur/ SOP kontraktor 

2. Program sosialisasi K3 pada proyek tersebut 

sudah cukup baik. 

3. ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan 

dalam pemakaian/ penggunaanya belum cukup 

baik, akan tetapi sudah sesuai dengan SOP 

kontraktor 

 

2 Hakim (2017) Implementasi Manajemen Risiko 

Sistem Kesehatan, Keselamatan 

Kerja dan Lingkungan (K3L)  

Studi Kasus: Pembangunan 

Flyover Pegangsaan 2 Kelapa 

Gading Jakarta Utara  

1. Data primer dan sekunder yaitu 

menjelaskan variabel dan mengolah 

data pada tahap identifikasi risiko 

dan analisi risiko 

2. Metode penilaian yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan 

matriks penilaian risiko yang 

bersumber dari AS/NZS 4360:2004 

3. Mendeskripsikan sejumlah variabel 

antara permasalahan yang diuji dan 

mengetahui identifikasi risiko, 

analisis risiko, mitigasi risiko 

 

 

1. Diketahui indeks risiko tertinggi yaitu pada 

variabel pekerja jatuh dari ketinggian pada 

pekerjaan pembesian, bekisting dan parapet 

dengan total indeks 13,8. 

2. Indeks risiko terendah terdapat pada variabel 

pekerja terkena gangguan pernapasan akibat 

compressor pada pekerjaan marka jalan dengan 

total indeks risiko sebesar 5,5. 

3. Beberapa risiko dapat dilakukan dengan cara 

mitigasi risiko yaitu berupa penerapan aturan 

yang jelas sesuai dengan metode pelaksanaan 

pekerjaan yang brdasarkan SMK3, ksususnya 

menngenai APD dan mengasuransikan semua 

pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut 

 

3 Wulandani (2015) Evaluasi Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

1. Mtode Kualitatif 

2. Kuesioner dan wawancara 

1. Hasil perhitungan penilaian dilakukan 

berdasarkan tingkatannya dengan jumlah 
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No Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Studi Kasus: Pembangunan 

Apartemen Gunawangsa Merr 

Surabaya 

3. Mengacu pada PP No.50 Tahun 

2012 Tentang SMK3 

prsentase sebasar 95,20% dikategorikan tingkat 

penerapan memuaskan.  

2. Terdapat 16 kriteria  ketidaksesuaian, 

dikarenakan terjadi ketidakkonsistenan dalam 

pemenuhan persyaratan, dengan demikian 

perusahaan siap untuk menerapkan PP No.50 

Tahun 2012 karena telah melebihi batas 

pencapaian memuaskan yaitu 85%. 

4 Pangkey, Malingkas, 

dan Walangitan 

(2012) 

Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) Pada Proyek Konstruksi 

di Indonesia 

Studi Kasus: Pembangunan 

Jembatan Dr. Ir Soekarno – 

Manado 

 

1. Data primer dan Sekunder yaitu 

observasi langsung ke lapangan, 

melakukan evaluasi secara langsung 

dari data-data SMK3 yang telah 

diterapkan perusahaan serta studi 

pustaka sebagai data pendukung 

2. Analisis data dilakukan dengan cara 

menyusun, membahas dan 

mengevaluasi  

 

1. Perusahaan telah merencanakan dan menerapkan 

SMK3 dengan baik di lokasi proyek hal tersebut 

dapat terlihat dari kelengkapan prosedur-

prosedur untuk mengatur terlaksananya 

pekerjaan dengan aman dan efisien 

2. Standar dan pedoman yang digunakan dalam 

mengatur sistem ini disusun dalam  Rencana 

Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta 

Lingkungan Proyek 

3. Penerapan prosedur-prosedur sesuai dengan 

standar international yaitu Occupation Health 

and Safety Management System (OHSAS) 

18001:1999 dan memiliki kesamaan dengan 

SMK3 yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor: Per.05/MEN/1996. 

5 Ibrahim (2020) Analisis Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan, dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) Pada 

Proyek Konstruksi Gedung 

Studi Kasus: Pembangunan 

Gedung DPRD Sleman, 

Yogyakarta 

1. Kualitatif deskriptif yaitu 

memberikan gambaran atau 

penilaian dengan melakukan 

analisis dan landasan teori/ literatur 

sebagai pemandu agar fokus 

penelitian memberikan gambaran 

umum tentang latar belakang 

1. Dketahu tingkat pencapaian penerapan SMK3 

yang dilaksanakn perusahaan terdiri dari 166 

kriteria yaitu 149 kriteria terpenuhi dengan nilai 

persentase (89,26%) dan jumlah kriteria tidak 

terpunihi yaitu 17 kriteria degan nilai prsentase 

(10,24%). 
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No Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

 penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil dari penelitian. 
2. Jenis data yang digunakan yaitu 

data Primer dan Sekunder 

didapatkan dengan melakukan 

Observasi lapangan, wawancara 

dan studi litaratur 

3. Teknik pengumpulan data: studi 

literatur dan istrumen penelitiaan 

berupa check list pertanyaan 

pemenuhan penerapan berdasarkan 

PP No.50 Tahun 2012 tentang 

SMK3. Dilakukan dengan sistem 

audit yaitu Penelti sebagai (Auditor) 

dan pihak perusahaan pelaksana 

sebagai (Auditee). 

 

2. Mengacu pada kektentuan nilai pencapain 

penerapan pada PP No.50 Tahun 2012 dengan 

tingkat pencapaian penerapan yang dilaksanakan 

adalah termasuk dalam kategori (Memuaskan) 

dengan nilai persentase tingkat pencapaian 

penerapan sebesar (89,76%).  

3. Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman 

yang dilaksanakan Oleh PT.ATP ini telah 

menerapkan SMK3 dengan baik dan mangacu 

pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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2.1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan pada kasus ini memiliki beberapa perbedaan 

dan kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaannya yaitu terdapat 

pada jenis/ obyek bangunan yang akan diteliti. Metode dan jenis data digunakan 

yaitu data Primer dan data Sekunder didapatkan dengan melakukan observasi 

lapangan dan landasan teori/ literatur sebagai pemandu agar fokus penelitian 

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil dari penelitian. Teknik yang digunakan dalam analisis data 

adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria 

responden yang diyakini dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan keahlian/ 

bidang yang dikuasai dan memiliki wewenang terhadap penerapan SMK3 pada 

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh perusahaan.  

Kesamaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan analisis 

terhadap penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek 

konstruksi gedung dengan cara melakukan sistem Audit untuk melakukan penilaian 

terhadap penerapan SMK3 yang sedang dilaksanakan dengan mengacu pada 

standar/ peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada PP 

No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3).  Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bertujuan 

untuk mengetuhi apakah pada proyek yang diteliti sudah melaksanakan penerapan 

SMK3 dengan baik dan sesuai berdasarkan standar peraturan perundang-undangan, 

baik dari pemerintah, atau perusahaan dalam upaya pencegahan terhadap 

kecelakaan kerja agar tercapainya hasil kerja yang efisien dan tanpa risiko.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Proyek Konstruksi 

Proyek konstruksi merupakan serangkaian kegiatan/ proses  pelaksanaan yang 

memiliki waktu, sasaran, dan sumber daya tertentu, mulai dari kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan pasca pembangunan, rangkaian 

kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi 

suatu jenis bangunan/ konstruksi. Sumber daya tersebut telah diatur/ terhimpun 

dalam suatu organisasi proyek untuk menyelesaikan berdasarkan waktu, biaya dan 

kualitas yang sesuai dengan sfesifikasi serta standar kualitas yang telah ditentukan 

(Broto, 2011).  

Menurut Dipohusodo (1996) suatu proyek merupakan sebuah upaya yang yang 

diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan (proyek konstruksi), sasaran, dan 

harapan penting dalam mengarahkan pada sumber daya yang tersedia dan memiliki  

jangka waktu yang terbatas serta sesuai dengan kesepakatan. Sumber daya yang 

dimaksud adalah tenaga kerja, peralatan konstruksi, material, teknologi/ metode.  

Rangkaian kegiatan yang terjadi dalam suatu proyek konstruksi yang 

dilaksanakan tentunya banyak melibatkan para pihak-pihak terkait didalamnya baik 

secara langsung dan tidak langsung untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan 

dari sebuah proyek konstruksi. Suatu hubungan antara pihak-pihak yang terkait 

tersebut dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Banyaknya pihak 

yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi maka dapat dikatakan bahwa setiap 

kegiatan konstruksi banyak mengandung konflik yang cukup tinggi (Ervianto, 

2005). 

Setiap kegiatan proyek konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda antara 

satu sama lainnya yaitu selama proses pelaksanaannya selalu memiliki ketidak 

pastian dari kegiatan tersebut yang menjadi karakteristik utama dalam proses 

pelaksanaan suatu proyek/ konstruksi. 
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3.2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Bersumber pada PP Nomor. 50 Tahun 2012, SMK3 ialah bagian dari sistem 

manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang 

berkaitan dengan kagiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang nyaman, efektif 

serta produktif. Keselamatan Kesehatan Kerja( K3) ialah segala aktivitas untuk 

menjamin serta melindungi para tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan musibah serta penyakit akibat kerja. 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

dilakukan berdasarkan kebijakan Nasional sebagai pedoman dalam menerapkan 

SMK3. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, ketentuan 

daiantaranya adalah: 

a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau 

b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 

Penerapan SMK3 bagi pelaku usaha/jasa wajib berpedoman pada peraturan 

pemerintah dan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan serta dapat 

memperhatikan konvensi atau standar nasional. Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terencana, terukur, terstruktur dan terintegerasi. 

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja 

dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau serikat buruh. 

3. Meciptakan tempat kerja yang aman, nayaman dan efisien untuk mendorong 

produktivitas. 

 

3.2.1. Penerapan Kebijakan K3 

Melaksanakan penerapan kebijakan K3 secara efisien ialah dengan 

meningkatkan keahlian dan mekanisme pendukung yang dibutuhkan dalam 

mencapai suatu kebijakan, tujuan serta target K3 pada suatu tempat kerja harus 

mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan yang sudah ada, pada sesi ini 

butuh dicermati oleh industri antara lain yaitu: 
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1. Jenis Kemampuan 

a. Sumberdaya manusia, fisik dan finansial 

b. Integrasi 

c. Tanggung jawab dan tanggung gugat 

d. Konsultasi, motivasi dan keterampilan 

2. Dukungan dan Tindakan 

a. Komunikasi 

b. Pelaporan 

c. Dokumentasi 

d. Pengendalian dokumen 

e. Pencatatan manajemen operasi 

3. Melakukan Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko 

a. Identifikasi sumber bahaya 

b. Penilaian risiko 

c. Tindakan pengendalian 

d. Perencanaan dan rekayasa 

e. Pengendalian administratif 

f. Melakauakan tinjauan ulang kontrak 

g. Pembelian 

h. Prosedur tanggap darurat atau bencana 

i. Prosedur menghadapi insiden 

j. Prosedur rencana pemulihan 

4. Pengukuran dan Evaluasi 

a. Inspeksi dan pengujian 

b. Audit SMK3 

c. Tindakan perbaikan dan pencegahan 

5. Tinjauan oleh Pihak Manajemen 

a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan, kesehatan kerja 

dan lingkungan 

b. Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan 
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c. Hasil temuan audit sistem manajemen K3 

d. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3L dan kebutuhan dalam 

mengubah sistem manajemen K3 sesuai dengan: 

1) Perubahan peraturan perundangan 

2) Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar 

3) Perubahan produk dan kegiatan perubahan 

4) Perubahan struktur organisasi perusahaan 

5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk 

epidemologi 

6) Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan 

kerja 

7) Pelaporan 

8) Umpan balik yang khususnya dari tenaga kerja. 

(Pangkey, 2012). 

 

3.2.2. Perlindungan Tenaga Kerja 

Perlindungan tenaga kerja meliputi berbagai aspek-aspek yang cukup luas, 

yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari 

kecelakaan kerja, sebagaimana telah ditegaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 

yaitu tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1), yang mana setiap tenaga 

kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan; dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai dalam 

agama. 

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman 

dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produksi dan 

produktivitas pekerjaanya. 
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3.2.3. Lingkungan Kerja 

Potensi bahaya yang berasal dari luar ataupun terletak didalam lingkungan, 

yang bersumber dari proses produksi( konstruksi) termasuk bahan baku( material), 

baik produk ataupun hasil akhir (Tarwaka, 2014). Lingkungan yang mengacu pada 

kondisi tempat kerja, kelembaban, temperatur, kebisingan, hawa dan mutu 

pencahayaan ialah sesuatu contoh aspek dari area kerja (ILO, 2013). 

Keadaan tidak aman (Unsafe Condition) ialah keadaan pada area kerja 

meliputi alat, material ataupun lingkungan yang membahayakan, kondisi yang 

dimaksud antara lain merupakan lantai yang licin, tangga yang rusak ataupun patah, 

penerangan di area kerja yang kurang baik, serta kebisingan yang melampaui 

batasan aman yang diperkenankan (Ramli, 2010). Unsafe condition dapat 

disebabkan oleh berbagai hal berikut: 

1. Pralatan sudh tidk layk pkai 

2. Pngamnan yg tidk setandar 

3. Terpapar bising yang berlebih dan radiasi 

4. Pencahyaan yag kurng atau berlbihan 

5. Sisstem pda pringatan yg berlebihn. 

 

3.3. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3)  

Pada dasarnya pertimbangan dalam penerapan SMK3 terdapat pada tingkat 

risiko dan berkaitan dengan suatu proses operasi/ produksi yang terdapat pada 

lingkungan kerja, semakin besar tingkat risiko kecelakaan kerja, maka penerapan 

SMK3 akan lebih intensif dilaksanakan untuk memelihara agar tempat/ lingkungan 

kerja lebih aman, sehat dan produktif  (Tarwaka, 2014). 

Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pedoman dalam melakukan penerpan 

SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan: 
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3.3.1. Penetapan Kebijakan K3 

Terdapat 7 kriteria kebijakan K3 yang digunakan dan dapat diterapkan oleh 

suatu perusahaan yaitu dengan melalui beberapa persyaratan diantaranya adalah: 

a. Sesuai berdasarkan sifat dan skala risiko K3 Organisasi 

b. Komitmen yang mencakup peningkatan berkelanjutan 

c. Adanya komitmen untuk memenuhi ketentuan K3 yang berlaku dan 

persyaratan lainnya dan telah ditentukan oleh organisasi 

d. Melakukan dokumentasi dan diimplementasikan serta dipelihara 

e. Disebarluaskan kepada seluruh pekerja, agar dapat dipahami oleh pekerja 

terkait  maksud dan tujuan kebijkan K3 

f. Terdapat pada/dari pihak lain yang terkait 

g. Melakukan peninjauan ulang secara berkala untuk dapat memastikan bahwa 

masih relevan dan sesuai dengan organisasi 

Penetapan kebijakan K3 perusahaan yang mengacu pada peraturan Pemerintah No. 

50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3), diantaranya adalah: 

1. Terdapat kebijakan K3 dinyatakan secara tertulis, tertanggal dan ditanda tangani 

oleh pengurus dan memuat keseluruhan visi serta tujuan perusahaan, komitmen 

dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh. 

Kebijakan perusahaan harus selalu dilakukan peninjauan ulang atau di review 

untuk meningkatkan kinerja K3 yang diterapkan oleh perusahaan. (Tarwaka, 

2014) 

2. Menyediakan sumber daya yang memadai Komitmen dari pimpinan (top 

management) terhadap K3 dan diwujudkan dalam bentuk: 

a) Posisi Penempatan organisasi K3 strategis 

b) Terdapat anggaran biaya sebagai sarana pendukung lainnya bagi tenaga kerja 

dan dalam bidang K3 

c) Tanggung jawab, wewenang dan kewajiban pekerja secara jelas 

d) Terkoordinasinya Perencanaan K3  

e) Melakukan Penilaian terhadap kinerja dan tindak lanjut K3 
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3. Kondisi K3 pada perusahaan yaitu dilakukanny Tinjauan awal (initial review)  

dengan cara: 

a) Melakukan perbandingan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku 

(pedoman SMK3) yaitu dengan cara melakukan Identifikasi pada kondisi 

yang sudah ada, sebagai bentuk upaya terhadap melakukan pemenuhan pada 

peraturan perundangan yang berlaku. 

b) Melakukan asessmen/Identifikasi terhadap bahaya pada tempat/lokasi kerja 

c) Melakaukan penilaian terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan 

dan standar K3 

d) Melakaukan peninjauan terhadap sebab dan akibat kejadian yang 

membahayakan, kompensasi kecelakaan dan gangguan yang terjadi 

e) Peninjauan pada penilaian K3 berdasarkan dari hasil sebelumnya 

f) Melakukan penilaian terhadap efesiensi dan efektifitas pada sumberdaya 

yang telah disediakan 

 

3.3.2. Perencanaan K3 

1. Penyusunan rencana K3 bagi pengusaha harus berdasarkan: 

a) Hasil penelaahan awal 

b) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko 

c) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 

d) Sumber daya yang dimiliki 

Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia 

Pembina K3, wakil pekerja/ buruh, serta pihak lain yan terkait. 

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat: 

a) Tujuan serta sasaran 

b) Sekala perioritas 

c) Upaya dalam melakukan pengendalian sumber bahaya 

d) Penetapan pada sumberdaya 

e) Jangka waktu pelksanaan kegiatan 

f) Indiktor pencapaiyan 

g) Siystem pertanggungg jawban 
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3.3.3. Pelaksanaan Rencana K3 

Mengacu pada pelaksanaan rencana K3 dan didukung oleh prasarana dan 

sarana sumberdaya manusia dibidang K3 yang dilakukan oleh perusahaan 

diantaranya harus memiliki: 

1) Buktikan dengan sertifikat Kompetisi kerja  

2) Dibuktikan dengan surat izin kerja/ operasi dan/ atau surat penunjukan dari 

instansi yang berwenang terhadap Kewenangan dibidang K3, Sedangkan;  

Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah: 

1) Tanggung jawab Organisasi/ unit di bidang K3 

2) Anggaran biaya yang memadai 

3) Terdapat informasi, dan pelaporan serta prosedur operasi/ kerja, dan 

pendokumentasian  

4) Terdapat Isntruksi kerja. 

Kegiatan dalam pelaksanaannya dalam melakukan pemenuhan pesyaratan 

yang dilakukan oleh pengusaha paling sedikit ialah meliputi: 

1) Melakukan tindakan pengendalian 

2) Perencanaan dan rekayasa 

3) Prosedur kerja serta instruksi kerja 

4) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

5) Pembalian atau pengadaan barang serta jasa 

6) Produk akhir 

7) Melakukan upaya menghadapi dalam suatu kecelakaan keadaan darurat  

8) Terdapat rencana dan pemulihan pada keadaan darurat 

pengusaha dalam pelaksanaan kegiatannya harus: 

1. Terdapat sumberdaya manusia dengan keahlian/ kompetnsi kerja dan 

kewenangan yang sesuai dibidang K3 

2. Terlibatnya sluruh pekerja 

3. Petnjuk K3 yang dibuat dan disusun harus dipatuhi oleh seluruh pekrja yang 

berada di perusahaan, dan pihak lain yng terkait 

4. Membuat dan menyusun prosedur informasi 

5. Membuat prosedur pelaporan yng terdiri atas: 
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1) Pelporan trejadinya kecelakaan ditempat kerja 

2) Pelporan ketidksesuaian terhdap peraturn perundang-undangan atau stndar 

yng berlaku 

3) Pelporan kinerja K3 

4) Pelaporn identifikasi sumber bahaya 

5) Pelapran berdasarkan perundang-undangan 

6. Mendokumntasikn seluruh kegiaitan, yang miniml hars melakukan 

pndokumentasian pda: 

1) Perturan perndang-undngan dan stndar K3 

2) Indiktor kinerja K3 

3) Izin krja 

4) Hasil identifikasi, pnilaian dan pengendlian rsiko 

5) Kegiatn pengendalian K3 

6) Kgiatan inspksi, kalibrasi, dan pmeliharaan 

7) Cattan pmantauan data 

8) Hsil pengkajian kecelkaan kerja dan tindak lnjut 

9) Identifikasi produk termasuk komposisinya 

10) Informasi mngenai pmasok dan kntraktor 

11) Audit dan pninjaun ulanng SMK3 

 

3.3.4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 

Pemntauan dan evluasi kinrja K3 dilaksankan di perusahan mliputi: 

1. Pemerikasaan, Pengujian dan Pengkuran 

Harus ditetapkn dan diplihara prosedurnya ssuai dengn tujuan dan ssaran K3 

serta frekuensynya disesuaikn dengn obyek mengacu pada perturan dan setandar 

yg berlaku, scara umum mliputi: 

a. Personil yag terlibat harus mmiliki pengalaman dan keahliyan 

b. Cattan pemeriksan harus terpelihara dan tersedia 

c. Peralatan dan metode yang memadai 

d. Tindkan perbaikann hrus dilkukan segera pda saat ditemukn ketidak sesuaian 
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e. Penyelidikn yg mmadai hrus dilaksankan untuk menemukan peyebab 

permasalhan 

f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang 

2. Audit Internal SMK3 

Harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui kefektifan penerapan 

SMK3, dan dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang 

memiliki kompetensi kerja dengan menggunkan metodelogi yang telah 

ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasrkan tinjauan ulang hasil 

audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didaptkan ditempat kerja. Hasil 

temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja seta audit SMK3 

harus disokumentasikan dan digunakan untuk melkukan tindakan perbaikan 

serta pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin 

pelaksaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. 

 

3.3.5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 

Menjamin kesesuaiyan dan keepektifan yng berkesimambungan guna 

pencapayan tujuan SMK3, pengusaha dan/ atau pengurus prusahaan atau tmpat krja 

harus: 

1) Melakukkan tinjawan ulang terhdap penrpan SMK3 secara berkala; dan 

2) Tinjawan ulang SMK3 harus dpat menngatasi implikasi K3 terhdap selruh 

kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampakya terhdap kinerja 

perusahaann. 

Tinjawan ulang penerpan SMK3 paling sdikit melputi: 

1. Evaluasi terhdap kbijakan K3 

2. Tujuan, ssaran dan kbijakan K3 

3. Hasil temuan audit SMK3; dan 

4. Evaluasi epektifitas penerpan SMK3, dan kebutuhan untk pngembangan 

SMK3 

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan: 

1. Perubahan praturan perundang-undanngan 

2. Tuntutn dri pihak ynag terkait dan pasar 
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3. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan 

4. Perubahan stuktur organisasi perusahaan 

5. Perkembangan ilmu pengtahuan dan teknologi, termasuk epidemologi 

6. Hasil kajian kecelakaann dan pnyakit akibat kerja 

7. Adanya pelaporan; dan/atau 

8. Adanya sasaran dari pekerja/buruh 

 

3.4. Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) 

Penilaian penrapan SMK3 yang juga disebut audit merupakan pemeriksaan 

secra sistematis dan independen terhdap pemmenuhan kriteriya yng telah 

ditetapkan untuk mengukur suatu hsil kagiatann yag telah direncankan dan 

dilaksankan dalam melakukan penrapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan (Permenaker,2014). 

Penilaian sebagaimana yang tercantum dalam PP No.50 Tahun 2012 pada pasal 

16 ayat (3) Tentang Penerapan SMK3, dilkukan melalui Audit SMK3 yng meliputi: 

a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; 

b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3; 

c. Pengendalaian perancangan dan peninjauan kontrak; 

d. Pengendalian dokumen; 

e. Pembelian dan pengendalian produk 

f. Kemanan bekerja berdasarkan SMK3; 

g. Standar pemantauan; 

h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; 

i. Pengelolaan material dan perpindahannya; 

j. Pengumpulan dan penggunaan data; 

k. Pemeriksaan SMK3; dan 

l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan. 

 



26 

 

3.4.1. Tujuan Audit Pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan PP No.50 Tahun 2012 Pasal 2  

Tentang Penerapan SMK3  yaitu untuk menciptkan suatu sistem K3 di tempat kerja 

dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja 

yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan akibat 

kerja dengan tujuan terciptanya tempat/lingkungan kerja yang aman, efisien serta 

produktif. Secara khusus audit SMK3 memiliki tujuan sebaga berikut (Tarwaka, 

2014): 

1. Menilai secra keritis dan sistematis terhadap potensi-potnsi bahaya yg 

berkaitan dngan proses produksi atau proses kerja yng ada si tempat/ 

lingkungan kerja. 

2. Memastikan bahwa K3 telah diterpkan oleh perusahaan sesuai dngan 

peraturan perundanngan mauoun kbijakan perusahan. 

3. Menenetukan kcelakaan dan kerugian terhadap aset-aset perusahaan. 

 

3.4.2. Manfaat Audit Pada Penerpan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Manfaat dari dilakasanakannya audit pada penerapan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah sebagi berikut: 

1. Pihak manajemn dpat mengetahui terhadp kelemahan-kelemahan unsur 

sistem oprasional sebelum timbul sebuah ganngguan oprasional, 

kecelakaan, insiden dan kerugian lainnya. 

2. Dapat diktahui gambaran secra jelas dan lengkap tentng knerja K3 yang 

telah diterapkan oleh perusahaan. 

3. Meningkatkn pemnuhan terhdap praturan perundangn di bidang K3 

4. Meningkatkn pngetahuan, ketrampilan dan kesadarn tentang K3, 

khussusnya bagi karywan yg terlibat daam pelaksanaann audit 

5. Dapat meningkatakan produktipitas kerja. 
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3.5. Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Pedoman penilaian Kriteria penerapan SMK3 yng telah diatur dalam PP No.50 

Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 sebagai landasan dan dasar hukum dalam 

melaksanakan audit pada proyek konstruksi adalah sebagai berikut: 

(Secara lengkap terdapat pada lampiran Ceklist Audit) 

3.5.1. Kriteria Audit SMK3 

1. Pembangunn Dan Pmeliharaan Komitmn 

1.1. Kbijakan K3 

1.2. Tanggungg Jwab dan Wewenagng Untk Bertindk 

1.3. Tinjawan dan Evaluwasi 

1.4. Kterlibatn dan Konsultsi dengn Tenga Krja 

2. Pembuatn dan Pendokumentsian Rencna K3 

2.1. Rencna Stratgi K3 

2.2. Manuwal SMK3 

2.3. Praturan prundangan dan persaratan lain dbidang K3 

2.4. Informasi K3 

3. Pngendalian Perancangann dan Pennjauan Kontrak 

3.1. Pngendalian Prancangan 

3.2. Pninjauan Kontrak 

4. Pngendalian Dokumn 

4.1. Persetujuan, Pengluaran dan Pngendalian Dokumen 

4.2. Prubahan dan Modipikasi Dokumen 

5. Pmbelian dan Pngendalian Prodak 

5.1. Spesipikasi Pngendalian Barng dan Jasa 

5.2. Sistem Verivikasi Barng dan Jasa yg Tlah Dibli 

5.3. Pngendalian Barang dan Jasa yangg Dipsok Pelangan 

5.4. Kmampuan Telusur Prodak 

6. Kamanan Bkerja Berdsrkan SMK3 

6.1. Sistem Kerja 

6.2. Pengawasan 
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6.3. Sleksi dan Pnempatan Persnil 

6.4. Area Terbtas 

6.5. Pemliharaan, Perbaikan, dan Perubahn Sarna Produksi 

6.6. Playanan 

6.7. Ksiapan Untuk Mnangani Kedaan Darurat 

6.8. Pertolongn Pertma Pda Kecelkaan 

6.9. Rencna dan Pemulihn Kadaan Darurat 

7. Setandar Pemantawan 

7.1. Pemeiksan Bahaya 

7.2. Pmantauan/Pengukurn Lingkungn Krja 

7.3. Pralatan Pemeriksan/Inpeksi, Pengukurn dan Pengujian 

7.4. Pmantauan Kesehatn Tenga Krja 

8. Plaporan dan Perbaikn Kekurngan 

8.1. Plaporan Bahaya 

8.2. Plaporan Kecelakaan 

8.3. Pemeriksan dan Pengkajian Kecelkaan 

8.4. Penangnan Masalh 

9. Pengelolan Matrial dan Perpindahanya 

9.1. Sistem Penganggkutan, Penyimpnan dan Pembuangn 

9.2. Pngendalian Bahn Kimia Berbhaya (BKB) 

10. Pngumpulan dan Penggunan Data 

10.1. Catattan K3 

10.2. Data dan Laporn K3 

11. Pemeriksan SMK3 

11.1. Audit Internal SMK3 

12. Pengembangn Ketrampilan dan Kmampuan 

12.1. Setrategi Platihan 

12.2. Platihan Bagi Manajmen dan Pnyedia 

12.3. Platihan Bagi Tnaga Krja 

12.4. Platihan Pengenlan dan Platihan Untk Pngunjung dan Konteraktor 

12.5. Platihan Kahlian Kusus 
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3.5.2. Penetapan Kriteria Audit Tiap Tingkat Pencapaian Penerapan SMK3 

Pelaksanan penilaian dlakukan berdasrkan tingktan penrapan SMK3 yag 

terdiri dari 3 (tiga) tingkatan antara lain: 

1. Penilaian Tingkat Awal 

Penilaian penerpan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria  

2. Penilaian Tingkat Transisi 

Penilaian penerpan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria  

3. Penilaian Tingkat Lanjutan 

Penilaian penerpan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kritria  

 

3.5.3. Ketentuan Penilaian Hasil Audit SMK3 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, Tingkat 

penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian 

penerapan kurang. 

2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian 

penerapan baik. 

3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian 

penerapan memuaskan. 

Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3. 1 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 

Kategori 

Perusahaan 

Tingkat Pencapaian Penerapan 

0 - 59% 60 - 84% 85 - 100% 

Kategori tingkat 

awal (64 

keriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori tingkat 

transisi 

(122keriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori tingkat 

lanjutan(166 

keriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 
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Selian pnilaian terhdap tingkat pencapayan penrapan SMK3, juga dlakukan 

penilaian terhdap ketidaksesuaian temuan pada perusahaan berdasarkan kriteria yng 

mnurut sipatnya dibagi atas 3 (tiga) ketegori, diantaranya adalah: 

1. Kategori Kritikal 

Temuan yag menggakibatkan fatality/ kmatian. 

2. Kategori Mayor 

Jika ketidaksesuaian tersbut berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap 

pencapaian mutu atau efektifitas sistem mutu 

a) Tidak terpenuhinya klausul standard atau elemen wajib dan persyaratan 

legal/UU 

b) Kegagalan sistematis untuk memenuhi persyaratan (akumulasi minor-minor 

yang sama) 

c) Tidak dilakukannya program auidit internal 

d) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di berbagai lokasi. 

3. Kategori Minor 

Jika tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem Mutu 

(Human Error)/ non sistematis diantaranya: 

a) Kesalahan atau ketidak sesuaian pada dokumen seperti prosedur atau 

instruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap 

persyaratan standar yang ada 

b) Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi 

kerja  

c) Ktidak konsistenan dalm pemenuhn persaratan peraturan prundang-undangn, 

setandar, pdoman, dan acuan lainya. 

Dalam hal pnilaian perusahan termsuk dalam kategori kritikal atau major, maka 

dinilai belum berhasil menerpkan SMK3. 
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BAB IV 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

4.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan suatu kerangka pendekatan pola pikir dalam 

rangka menyusun dan melaksakan suatu proses kegiatan penelitian yang bertujuan 

untuk mengarahkan proses/pola berpikir untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang diteliti secara lebih lanjut. 

 

4.2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Analisis Penerpan Sitem Manajeman 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi dengan studi 

kasus yaitu; Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta ini 

termasuk dalam penelitian survei, wawancara, dan studi pustaka/ literatur, karena 

dalam kegiatan penelitian ini informasi banyak didapatkan di lapangan dan pustaka/ 

literatur yang diperoleh sebagai kekuatan dalam pengumpulan data. 

 

4.3. Pendekatan Studi 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan penelitian untuk mmberikan gambaran atau pnilaian dengan melakukan 

analisis dan landasan teori/ literatur sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

berdasarkan kondisi lapangan dan penyelenggaran suatu program dimasa sekarang, 

yang hasilnya dapat digunakan dalam menyusun perbaikan program tersebut. 

Selain itu teori yang didapatkan juga memberikan gambaran umum tentang latar 

belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil dari penelitian. 

 

4.4. Rancangan Penelitian 

Proses dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan suatu rancangan 

penelitian yang bertujuan untuk dapat membantu dalam menentukan langkah 

penelitian. Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memperlancar dalam 

mencapai sasaran/ tujuan yang sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan. 
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Kegiatan penelitian ini akan dilkukan secara teratur, dengan bentuk pentahapan 

yang sistematis, berupa: 

1. Pengumpulan data dasar penelitian yang dilakukan dilapangan dengan 

menggunakan studi literatur/ pustaka yang telah ada sebagai pendukung 

awal. 

2. Kajian tersebut dapat dilakukan melalui analisa terhadap data yang telah 

diperoleh dari survei/ observasi lapangan . 

3. Data yang telah didapatkan dilapangan kemudian diolah berdasarkan suatu 

perumusan yang akan digunakan yang berasal dari studi pustaka/ literatur 

untuk selanjutnya dilakukan analisis data. 

4. Hasil dari analisis data tersebut akan dipakai sebagai dasar pembuatan 

kesimpulan dan sehingga akan muncul saran-saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data, baik berupa alat 

penelitian melalui survei yang dilakukan pada wilayah studi/ penelitian. Teknik 

dalam pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan pencarian literatur melalui jurnal nasional 

maupun internasional, penelitian terdahulu, internet serta buku-buku tori 

yang berhubungan dengan penelitian dan permasalahan yang sedang dikaji 

b. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan adalah wawancara yang berbentuk Check List 

berupa pertanyaan yang mengacu pada ketentuan elemen kriteria Audit 

berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 yang mana 

dalam penelitian ini peneliti sebagai auditor yaitu pihak yang melakukan 

audit dan perusahaan pelaksana proyek (PT. ATP) sebagai auditee adalah 

pihak yang di audit dalam pelasksanaan pembangunan gedung DPRD 

Sleman. Data yang diambil dari beberapa responden yang dianggap ahli 
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dan mempunyai pengalaman serta wewenang yang memiliki peran penting 

dalam penerapan SMK3 perusahaan, dapat dijelaskan dengan kualifikasai 

sebagai berikut: 

1) Top Management (HSE Cordinator, Pimpinan Proyek),  

➢ Memiliki wewenaang terhadap penerpan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek yang sedang 

dilaksanakan 

➢ Mampu menetapkan kebijakan, standar strategik (peran tanggung 

jawab, organisasi, matrik risiko), menetapkan standar dan program 

pengendalian risiko terhadap penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 

2) Site Manager dan Supervisor 

➢ Mampu memahami desain konstruksi dan teknisnya, memberikan 

pengarahan, melakukan pengontrolan, serta dapat menentukan 

langkah untuk mencegah dan mencari solusi pada setiap masalah 

yang ada dilapangan 

➢ Mengetahui kondisi aktual yang ada dilapangan terkait penerapan 

SMK3 sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja 

3) Ahli K3 Konstruksi 

➢ Sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika pada saat terjadai 

kecelakaan kerja 

➢ Sebagai pihak yang melakukan pengecekan atau inspeksi dilapangan 

terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja 

(SMK3) dan lingkungan proyek. 

Tabel check list dalam melakukan pengumpulan data dapat dilihat pada 

tebal sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Format Check List Penilaian Audit Penerapan SMK3 

A  =  Awal           (Kecil) 

T  =  Transisi      (Sedang) 

L  =  Lanjutan    (Besar) 

Check List Audit 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 2012 

    = Sesuai              (S) 

X    = Tidak Sesuai   (TS) 

Mn = Minor 

Mj  = Major 

     

No 
Kriteria Audit SMK3 

Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen Terkait 

Nilai 

Pemenuhan 
Temuan 

0 50 100 S 
TS 

Mn Mj 

1 Pembangunn dan Pmeliharaan Komitmen        

1,1 Kbijakan K3        

1.1.1 Terdapt kbijakan K3 yg  tertulis bertannggal, ditandatangni 

oleh pnguasha atau pngurus, scara jelas menyatakn tjuan dan 

sassaran K3 srta komitmn terhdap peningkatn K3 

Prusahaan mmbuat kbijakan K3 tertlis, bertannggal dan isinya 

menckup tjuan dan pernyatan komitmn Prusahaan mngenai 

pelaksanan K3 di tmpat keja 

      

1.1.2 Kbijakan disuun oleh pngusaha dan/ atau pngurus stelah 

mlauli peross konsultsi dengn wakil tnaga keja 

Peroses konsultsi bisa dalm bntuk suatu rapat yg membhas prumusan 

isi ebijakan dimna pserta rapat bisa dri annggota P2K3 (wakil tenga 

krja)/wakil departmen dan atau srikat pekrja.  

      

1.1.3 Prusahaan mengkomnikasikan, kebijakn, K3 kpada sluruh 

tnaga krja, tamu, konteraktor, pelannggan, dan pmasok dengn 

tata cra yg tepat 

Bentuk komunkasi kbijakan K3 ini bsa melalui; pnempelan, 

pembacan saat brifing pagi, kartu pngenal fisitor, lampira dalm 

kontrk, matri brifing bagi tamu, papan pengummuman dipintu msuk, 

platihan pengenalan (induction training) dll 

      

1.1.4 Kbijakan kusus dibuat untk maslah K3 yg bersipat kusus Kbijakan K3 kusus dbuat sesuai dngan kondsi tingkt resiko 

perusahan atau terkait dngan lintas departmen (tidak wajib hrus ada), 

conth kebijakn mengnai pennggunaan bahn peledak, radiasi, 

alkohol&drug, dll 

      

Kelengkapan tabel Check List penilaian ini dapat dilihat pada lampiran (L-2). 
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4.5.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu, data primer dan data 

sekunder, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui survei dilapangan dengan teknik 

melakukan pengamatan langsung/ observasi, wawancara dan melakukan 

Audit internal berdasarkan kriteria-kriteria penilaian  terhadap penerapan 

sistem K3 pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang 

sedang dilaksanakan oleh PT. ATP selaku perusahaan penyedia jasa 

(pelaksana/kontraktor). 

b. Data  Sekunder 

Merupakan studi literatur, buku, papers, media online, dan laporan yang 

diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Data yang 

akan ditinjau pada proyek konstruksi seperti: struktur K3 perusahaan dan 

dokumen-dokumen pendukung penerapan SMK3 yang dikaji untuk 

melakukan penilaian penerapan serta perbaikan/ improvement pada 

sistem yang telah diterapkan. 

 

4.6. Teknik Analisis Data 

Teknik/ metode analisis data ini merupakan hal yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil penelitian sesuai dangan tujuan juga sebagai input untuk 

melakukan analisis terhadap permasalahan juga merupakan data dan informasi yang 

didapatkan dari studi pustaka dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Populasi Teknik Sampling 

Populasi dalam metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penyebutan 

sekelompok objek yang akan menjadi sasaran dari penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung pada 

proyek konstruksi atau tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

yang berdasarkan kriteria penilaian pada kemampuan dan pengetahuan 
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responden yang diyakini dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan 

topik penelitian. 

b. Penentuan Skala Penilaian 

Penilaian audit yang dilakukan mengacu berdasarkan PP No.50 Tahun 

2012 Tentang Penerpan SMK3 

c. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berupa pertanyaan check list Kriteria Audit 

berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang SMK3 untuk mengolah dan 

mendapatkan informasi dari responden dengan menggunakan pola ukur 

ketepatan yang telah ditentukan. 

 

4.7. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai sarana 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun alat tersebut adalah: 

1. Kamera (Foto & Vidio) 

2. Alat tulis 

3. Alat perekam suara 

4. Alat lain yang diperlukan dalam pengabilan/pengumpulan data dilapangan. 

 

4.8. Kerangka Berpikir 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah 

Penetapan masalah yang akan ditemukan jawabannya berdasarkan 

penerapan SMK3 pada proyek konstruksi Pembangunan Gedung DPRD 

Sleman yang dilaksanakan perusahaan (PT. ATP). 

2. Penetapan Tujuan Penelitian 

Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan 

dari penelitian ini adalah melakukan analisis dan penilaian melalui sistem 

Audit secara internal pada perusahaan pelaksana (PT. ATP) untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat penerapan SMK3 pada proyek 
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Pembangunan Gedung DPRD Sleman, mengetahui faktor panyebab tidak 

terpenuhnya penerapan dan mendapatkan tindakan respon dalam 

melakukan perbaikan/improvement pada penerapan SMK3 yang 

dilaksanakan. 

3. Tinjauan Pustaka dan Studi Literatur 

Mencari literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dengan tujuan untuk memperoleh informasi berupa data, teori dan 

metode yang akan dilakukan dalam penelitian tentang Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan 

Gedung DPRD Sleman. 

4. Pengumpulan Data 

Terdiri dari: 

a. Dara Primer 

▪ Observasi, melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap 

penerapan SMK3 pada Proyek pembangunan Gedung DPRD 

Sleman yang dilaksanakan perusahaan (PT. ATP). 

▪ Wawancara kepada: (1) Top Management, sebagai pihak pembuat 

kebijakan K3, (2) Supevisor, sebagai pihak yang memegang 

peranan dalam mengimplementasikan kebijakan/ penerapan K3, 

(3) Ahli K3, sebagai pihak yang mempunyai kompetensi dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan 

SMK3. 

b. Data Sekunder 

▪ Struktur K3, didapatkan sebagai acuan untuk mengetahui para 

pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam penerapan SMK3 di 

lapangan. 

▪ Dokumen lain sebagai pendukung dalam melaksanakan penerapan 

SMK3 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung yang 

terjadi di lapangan  sehingga memperoleh data yang diharapkan dan sesuai 

berdasarkan pokok bahasan penelitian. 
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5. Pengolahan dan Analisis Data 

Dilakukan berdasarkan kriteria pada penilaian audit yang telah diatur 

dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang SMK3 yang mana peneliti sebagai 

auditor dan pihak perusahaan pelaksana (PT. ATP) sebagai auditee. 

6. Pembahasan dan Kesimpulan 

Pengolahan data yang telah dilakukan kemudian menghasilkan inti utama 

bahasan dari penelitian yang dilakukan untuk menjawab dari rumusan 

masalah berdasarkan hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan 

terhadap penerapan SMK3 pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD 

Sleman yang dilaksanakan perusahaan (PT. ATP) berdasarkan teori/ 

pustaka yang dikaji.  

 

Agar  dapat lebih mengarahkan pada jalannya penelitian yang dilakukan dan 

dapat menghasilkan data yang cermat dan teliti, maka dibutuhkan adanya 

keterangan bagan alir penelitian sebagai pedoman pelaksanaan penelitian.  

Bagan alir ini meliputi langkah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai dasar 

dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang meliputi berbagai hal dan rencana konsep 

yang ada. Konsep perancangan penelitian yang dimaksud dapat dijelaskan pada 

Gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB V 

DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Identifikasi Penerapan SMK3  

Penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan identifikasi elemen-

elemen dan sub sistem yang ada pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman 

yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT.ATP). Proses pada sistem audit penilaian 

penerapan SMK3 mengacu pada standar/ peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di indonesia, yaitu diantaranya adalah: 

➢ Peraturan Pemrintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerpan Sistem Manajmen Kselamatan dan Ksehatan Kerja (SMK3). 

 

Data Proyek: 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 

Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung DPRD Sleman 

Nomor Kontrak : 13 / 641 / SP / BG – CK / XII / 2019 

Tanggal Kontrak : 17 Desember 2019 

Nilai Kontrak : Rp.91.856.466.000,00 

Waktu Pelaskanaan : 380 Hari Kalemnder 

Tahun Anggaran : 2019 - 2020 

Konsultan Perencana : PT. Arsi Graphi 

Konsultan Pengawas : PT. Rectracindo Konsultan Indonesia 

Kontraktor pelaksana : PT. Ardi Tekindo Perkasa (ATP) 
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Gambar 5. 1 Lokasi Proyek 
 (Sumber: https://www.google.com/maps/search/gedung+dprd+sleman/@-

7.7162598,110.3551211,197m/data=!3m1!1e3, diakses pada 04 November 2020) 
 

 

Gambar 5. 2 Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman 

(Sumber: Dokumen Penulis) 

https://www.google.com/maps/search/gedung+dprd+sleman/@-7.7162598,110.3551211,197m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/gedung+dprd+sleman/@-7.7162598,110.3551211,197m/data=!3m1!1e3
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Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan 

dijalankan oleh kepemimmpinan dan komitmen scara epektif dangan tujuan yng 

mengarah pada tindakan koreksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang 

berkelanjutan dapat memastikan bahwa tidak hnya sistem tetapi juga manual serta 

prosedur dan komponen lainnya yang membentuk dari sistem tersebut diperbaiki 

dan dikembangkan scara terus mnerus dengan tujuan untuk dapat meningkatkan 

efisiensi dan epektifitasnya. Berikut adalah siklus  dalam sstem yanng menunjukkan 

hubungan dari tiap komponenn/sistem yang dilakukan oleh perusahaan beserta 

tugas pokok dan tanggung jawabnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

STRUKTUR ORGANISASI K3 PERUSAHAAN 

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD SLEMAN T.A. 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Penanggung Jawab 

Pelaksana K3 

Ketua Bagian 

Kedaruratan 

Ketua Bagian 

P3K 

Ketua Bagian 

Kebakaran 

Tim 

Evakuasi 

Tim 

Evakuasi 
Staf 

Tim 

Evakuasi 

Staf 



43 

 

5.2. Kebijakan K3 Perusahaan 

Kebijakan K3 perusahaan dalam hal ini adalah dengan melakukan tinjauan 

awal dan penetapan komitmen serta kebijakan K3 pada proyek pelaksanaan 

pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan tujuan sebagai salah satu 

pengendalian serta evaluasi secara berkala dalam melakukan penerapan SMK3. 

Terciptanya buadaya kerja yang aman dan nyaman bagi para tenaga kerja 

bahwa K3 merupakan bagian penting yang harus dilakasanakan dalam upaya 

mereduksi akan terjadinya kecelakaan kerja. Komitmen dalam melakukan 

penerapan prosedur K3 yang baik akan menjadikan visi dan misi bagi perusahaan 

agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta dapat memberikan 

kesejahteraan bagi tenaga kerja yang dapat bekerja secara aman dan nayaman. 

Berikut 10 prinsip keselamatan untuk pekerja konstruksi dalam pelaksanaan proyek 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman, diantaranya adalah: 

1. Setiap pekerja yang terlibat dalam proyek wajib memeakai ID Card, Helm, 

dan sepatu saat memeasuki wilayah kerja. 

2. Semua pekerja baru/ visitor diberi pengarhan oeleh Safety Officer (safety 

induction) 

3. Diskusikan dengan seluruh staff untuk memastikan bahwa pekerjaan yang 

dilakukan sudah sesuai dengan prosedur 

4. Setiap orang yang berada dilokasi proyek, baik pekerja, staff, maupun visistor 

wajib memakai APD 

5. Paastikan peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan layak dan sesuai 

dengan jenis kerja serta memenuhi kriteria 

6. Setiap orang yang telah selesai bekerja denagan peralatan yang bergerak 

harus meyakinkan secara pribadi bahwa power peralatan telah dimatikan 

memasang tanda -tanda pengamanan 

7. Stiap orang yang bkerja diketinggian lebih dri 2meter wajib memakai sabuk 

pengaman/ bodyhardness 

8. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengelasan wajib berhati-hati 

terhadap material yang mudah terbakar di dekatnya dan wajib menyediakan 

APAR 
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9. Setiap pekerja wajib mengatahui letak APAR didaerah lingkungan kerja 

merekan dan mengerti cara menggunakannya 

10. Peduli akan keselatan kerja diri sendiri dan sesama rekan kerja selama 

pekerjaan berlangsung 

 

5.3. Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi yang telah menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan kondisi, latar belakang perusahaan dan skla prioritas 

kegiatan masing-masing. Penerapan SMK3 berdasarkan standar peraturan 

perundang-undangan untuk diterapkan oleh perusahaan dan digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan, meningkatkan serta sebagai pola ukur/ penilaian 

terhadap sistem yang sedang berjalan dan dilaksanakan, yaitu dengan melakukan 

sistem Audit secara internal dengan mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 Tentang 

SMK3.  Adanya pdoman ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan SMK3 

pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang telah dan akan 

dilaksanakn oleh perusahaan (PT. ATP). 

Pedoman dalam melakukan Audit SMK3 ini terdiri dari 12 Elemen Kriteria 

Audit yang digunakan sebagai acuan melakukan penilaian terhadap penerapan 

SMK3 yang dilaksanakan, diantaranya adalah: 

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 

4. Pengendalian Dokumen 

5. Pembelian dan Pengendalian Produk 

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 

7. Standar Pemantauan 

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya 

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 
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11. Pemeriksaan SMK3 

12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 5 ayat 

(2) dijelaskan bahwa, penerapan SMK3 pada proyek Konstruksi ditetapkan 

berdasarkan potensi bahaya, sebagaimana yang dimaksud daiantaranya adalah;  

a. Potensi bahaya tinggi apabila pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak 

diatas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) 

b. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang  

Mengacu pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proyek konstruksi 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman ini adalah temasuk pada pekerjaan yang 

memilki risiko tinggi, maka tingkatan penilaian audit SMK3 termasuk pada 

Kategori (Tingkat Lanjutan) yang mana terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria yang 

harus dipenuhi dalam melakukan penerapan SMK3 pada Proyek Pembangunan 

Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. ATP) selaku 

pelaksana konstruksi, dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap Penerapan 

SMK3 dan pencegahan kecelakaan kerja. 

 

5.3.1. Penilaian Pemenuhan/ Penerapan Audit SMK3 

Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat penerapan SMK3 pada proyek 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. 

ATP) dengan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. 

Penilaian ini digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan Audit terhadap 

pemenuhan penerapan SMK3.  

Penilaian dengan menggunakan metode checklist yaitu terdapat 12 Elemen 

Kriteria induk yng masing-masinng bekembang hinngga total 166 Sub Elemen 

Kriteria. Sistem penilaian dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tebel 5. 1 Penilaian Pemenuhan Penerapan 

Nilai Keterangan 

0 Tidak Tersedia dan Tidak Dilaksanakan (Major) 

50 Tidak Tersedia, Dilaksanakan atau Tersedia, Tidak Dilaksanalan (Minor) 

100 Tersedia dan Dilaksanakan 

 

Perhitungan nilai pencapaian penerapan dengan menggunakan rumus umum 

sebagai berkut: 

a. Tingkat Kesesuaian 

Tingkat Pencapaian Penerapan =
ΣKriteria

Total Kriteria
x 100% 

 

b. Tingkat Ketidaksesuaian (Minor dan Major) 

Tingkat Ketidaksesuaian =
ΣKriteria

Total Kriteria
x 100% 

 

Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 3.1 



47 

 

5.4. Hasil dan Analisa 

Hasil dan analisa di dapatkan setelah melakukan Audit berdasarkan pertanyaan/penilaian berupa check list (terdapat pada L-2) yang mengacu pada 

ketentuan persyaratan pemenuhan dengan penilaian menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat diketahui nilai persentase 

tingkat pencapaian penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang 

dilaksanakan oleh perusahaan (PT. ATP). Berikut adalah uraian penilaian dan persentase pemenuhan persyaratan yang terdiri dari tiap 12 Elemen Kriteria 

Audit yaitu dengan total 166 Sub Elemen Kriteria dapat dilihat pada Tabel dan Grafik sebagai berikut: 

Tebel 5. 2 Penilaian Penerapan Elemen Kriteria Audit SMK3 

No Elemen 

Jumlah 

Kriteria 

(Sub Elemen) 

Terpenuhi/ Sesuai Tidak Terpenuhi/ Tidak Sesuai 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

Jumlah Persentase 

(%) Minor Major 

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 26 25 96,15% 1 - 3,85% 

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 14 12 85,71% 2 - 14,29% 

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 8 8 100% - - 100% 

4. Pengendalian Dokumen 7 5 71,43% 2 - 28,57% 

5. Pembelian dan Pengendalian Produk 9 9 100% - - 100% 

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 41 40 97,56% 1 - 2,44% 

7. Standar Pemantauan 17 14 82,35% 3 - 17,65% 

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 9 8 88,89% 1 - 11,11% 

9. Pengelolaan Material dan Pemindahannya 12 9 75,00% 3 - 25,00% 

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 6 5 83,33% 1 - 16,67% 

11. Pemeriksaan SMK3 3 3 100% - - 100% 

12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 14 11 78,57% 3 - 21,43% 

 Sub Total 166 149 - 17 - - 
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Gambar 5. 4 Grafik Persentase Penerapan 12 Elemen Kriteria Audit SMK3 

Berdasarkan pada gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 

Elemen Kriteria terpenuhi dan 9 Elemen Kriteria tidak terpenuhi. 

Keterangan: 

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 

4. Pengendalian Dokumen 

5. Pembelian dan Pengendalian Produk 

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 

7. Standar Pemantauan 

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 

9. Pengelolaan Material dan Pemindahannya 

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 

11. Pemeriksaan SMK3 

12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 

 

Berikut adalah tabel pemetaan uraian berdasarkan hasil analisis, penilaian 

dan temuan Audit pada 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 166 Sub Elemen 

Kriteria (Tingkat Lanjutan) diantaranya adalah:  
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Tebel 5. 3 Pemetaan Uraian Kriteria hasil Audit SMK3 

No. Elemen 

Kriteria 

Tepenuhi 
Tidak Terpenuhi 

Mn Mj 

1. Pembngunan dan 

Pemeliharaann Kometmen 

1,1,1. 1,1,2. 1,1,3. 

1,1,4. 1,1,5. 1,2,1. 

1,2,2. 1,2,3. 1,2,4. 

1.2.5. 1,2,6. 1,2,7. 

1,3,1. 1,3,2. 1,3,3. 

1.4.1, 1.4.3, 1,4,4. 

1,4,5. 1.4,6, 1.4.7, 

1,4,8.  1.4.9, 

1,4,10. 1,4,11. 

1,4,2. - 

2. Srategi Pendokumntasian 2,1,1. 2,1,2. 2,1,3. 

1,1,4. 2,1,5. 2,1,6. 

2,2,1. 2,3,1. 2,3,2. 

2,3,3.     2,3,4.    

2,4,1. 

2,2,2. 2,2,3. - 

3. Pennjauan Ulang Disen 

dan Kontrak 

3,1,1. 3,1,2. 3,1,3. 

3,1,4. 3,2,1. 3,2,2. 

3,2,3,     3,2,4. 

 - 

4. Pengndalian Dokumn 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.2.2,     4.2.3,  

4,1,4. 4,2,1, - 

5. Pembelian 5,1,1. 5,1,2. 5,1,3. 

5,1,4. 5,1,5. 5,2,1. 

5,3,1.     5,4,1.     

5,4,2.  

 - 

6. Kemanan Bekrja 

Berdasrkan SMK3 

6,1,1. 6,1,2. 6,1,3. 

6,1,4. 6,1,5. 6,1,6. 

6,1,7. 6,1,8. 6,2,1. 

6,2,2, 6,2,3. 6,2,4. 

6,2,5. 6,3,1. 6,3,2. 

6,4,1. 6,4,2. 6,4,3. 

6,4,4. 6,5,1. 6,5,2. 

6,5,3. 6,5,4. 6,5,5. 

6,5,6. 6,5,7. 6,5,9. 

6,5,10. 6,6,1. 

6,5,8. - 
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No. Elemen 

Kriteria 

Tepenuhi 
Tidak Terpenuhi 

Mn Mj 

6,6,2. 6,7,1. 6,7,2. 

6,7,3. 6,7,4. 6,7,5. 

6,7,6. 6,7,7.     

6,8,1.     6,8,2 

7. Standar Pmantauan 7,1,1. 7,1,2. 7,1,3. 

7,1,5. 7,1,6. 7,1,7. 

7,2,1. 7,3,1. 7,3,2. 

7,4,1. 7,4,2. 7,4,3. 

7,4,4.     7,4,5. 

7,1,4. 7,2,2. 

7,2,3. 

- 

8. Pelaporn dan Pebaikan 8,1,1. 8,2,1. 8,3,2. 

8,3,3. 8,3,4. 8,3,5. 

8,3,6.     8,4,1 

8,3,1. - 

9. Pengelolahan Matrial dan 

Perpindahannyya 

9,1,1. 9,1,2. 9,1,3. 

9.1.4, 9,2,1. 9,2,3. 

9,3,3.     9,3,4.     

9,3,5 

9,2,2. 9,3,1. 

9,3,2. 

- 

10. Pengumpuln dan 

Penggunan Jasa 

10,1,1. 10,1,2. 

10,1,3. 10,1,4.  

10,2,1. 

10,2,2. - 

11. Audit SMK3 11,1,1. 11,1,2. 

11,1,3. 

 - 

12. Pengmbangan 

Ketrampilan dan 

Kmampuan 

12,1,1. 12,1,2. 

12,1,3. 12,1,4. 

12,1,5. 12,1,6. 

12,2,1. 12,2,2. 

12,3,1. 12,4,1. 

12,5,1. 

12,1,7. 

12,3,2. 

12,3,3.  

- 

166 Kriteria 149 17 - 

 

Hasil temuan pada Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa jumlah kriteria 

penerapan yang terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria Audit yaitu terdapat 149 

Kriteria dengan penerapan sesuai/terpenuhi dan 17 kriteria dengan penerapan tidak 

sesuai/tidak terpenuhi (Kategori Minor). 
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5.5. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan penilaian audit yang dilakukan, maka diketahui jumlah pemenuhan penerapan dari 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 

166 Sub Elemen Kriteria Audit terdapat 149 Kriteria terpenuhi/sesuai dan 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai (Kategori Minor), hasil tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menentukan nilai persentase pemenuhan tingkat pencapaian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 

a. Tingkat Kesesuaian 

Tingkat Pencapaian Penerapan =
149

166 
x 100% = 𝟖𝟗, 𝟕𝟔% 

 

b. Tingkat Ketidaksesuaian (Minor dan Major) 

Tingkat Ketidaksesuaian =
17

166 
x 100% = 𝟏𝟎, 𝟐𝟒% 

 

Hasil dari perhitungan penilaian penerapan diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kriteria Audit   : Tingkat Lanjutan (166 Kriteria) 

b. Total Terpenuhi   : 149 Kriteria 

c. Total Tidak Terpenuhi/Sesuai : 17 Kriteria 

- Ketidaksesuaian Minor  : 17 Kriteria 

- Ketidaksesuaian Major  :   -  Kriteria 

d. Tingkat Pencapaian Penerapan : 89,76%  

e. Tingkat Ketidaksesuaian  : 10,24% 

f. Tingkat Penerapan   : Memuaskan  

 

89,76%

10,24%
0%

TINGKAT PENCAPAIAN 
PENERAPAN

 Sesuai Tidak Sesuai (Minor) Tidak Sesuai (Major)
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Hasil dari tingkat pencapaian penerapan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam PP No.50 Tahun 2012  yaitu tingkat pencapaian 

penerapan (85-100%) termasuk tingkat penialaian penerapan (Memuaskan), 

ketentuan tersebut sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.2.  

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

pada peroyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan oleh 

perusahaan (PT. ATP) telah sesuai dengan ketentuan dan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil audit yang 

dilakukan yaitu dengan didapatkannya nilai persentase penerapan sesuai sebesar 

(89,76%) dan temuan ketidaksesuain dengan nilai persentase sebesar (10,24%) 

yaitu merupakan hasil temuan termasuk dalam Kategori Minor.  

Mengacu pada hasil penilaian penerapan dan temuan Audit SMK3 pada 

proyek Pembangunan Gedung DPRD sleman yang dilaksanakan oleh perusahaan 

(PT. ATP), maka selanjutnya adalah dapat dilakukan tindakan respon dan 

perbaikan/ improvement pada penerapan SMK3 yang dilaksanakan sebagai upaya 

pemenuhan penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan 

koreksi, pencegahan kecelakaan kerja, dan untuk menjamin keselamatan bagi para 

pekerja pada proyek konstruksi yang dilaksanakan, secara rinci tindakan tersebut 

dapat diuraikan pada tebel sebagai berikut: 
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Tebel 5. 4 Uraian faktor, dampak dan respon/improvement SMK3 

No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

1 Pembangunan dan 

Pemeliharaan Komitmen: 

     

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi 

dengan Tenaga Kerja: 

     

1.4.2 Terdaapat perosedur yang 

memmudahkan konsultsi 

menngenai prubahan-prubahan 

yng mmpunyai impelikasi 

terhdap K3 

Prosedur tersbut dpat berpa 

pdoman atau tata cara atau 

tahapan penyampayan 

masalah/issue K3 akibat 

perubhan di tempat krja. 

Prubahan yg di maksud bisa 

tmpat kerja, cara krja, alat dan 

bahan yg dirasa pekerja 

mmbahayakan dirinya 

Prosedur sudah dilakasanakan 

namun tidak ada format 

khusus sebagai penyampaian 

perubahan, hanya dilakukan 

diskusi langsung dilapangan, 

untuk kemudian dievaluasi 

pada saat rapat koordinasi 

▪ Kesalahan metode kerja  

▪ Kecelakaan kerja akibat 

tidak adanya prosedur 

khusus mengenai  

perubahan ditempat kerja 

yang memiliki implikasi 

terhadap k3 

Membuat format khusus 

terkait penyampaian 

perubahan yang 

implikasinya terhadap K3   

Adanya format khusus yang 

mudah di dapat bagi para 

pihak yang terlibat sebagai 

usulan-usulan perubahan 

yang implikasinya terhadap 

K3 

 

2 Pembuatn dan 

Pendokumentsian Rencna K3: 

     

2.2 Manual SMK3:      

2.2.2 Terdaat manual kusus yg 

bekaitan dengn prodak, prosess, 

atau tmpat kerja tertentu. 

Dokmen berupa mnual kusus 

(misal manual u/ pengelolan 

Bahan Kimia, Limbah, Manual 

untuk Ergonomi, manual 

penangnan bahan peledak dll). 

Dokumen manual khusus 

tidak dibuat dikarenakan pada 

pelaksanaan konstruksi tidak 

menggunakan bahan peledak 

dan bahan kimia lainnya yang 

perlu dilakukan perhatian/ 

tindakan khusus pada proses 

pelaksanaannya. 

▪ Tercemarnya lingkungan 

kerja 

▪ Rusaknya ekosistem sekitar 

▪ Terjadinya bahaya dengan 

tingkat keparahan yang 

disebabkan oleh paparan 

bahaya. 

Membuat manual khusus 

sebagai persiapan jika 

manual tersebut dibutuhkan 

sebagai pencegahan. 

 

Melakukan pengawasan 

secara ketat dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa 

manual tersebut dipatuhi 

oleh para tenaga kerja 

2.2.3 Manual SMK3 mudah di dapat 

oleh semua prsonil dalm 

prusahaan sesui kebuthan 

Manual di simpan pda loksi yg 

mudah di akses oleh personel 

perusahaan, untuk 

membuktikannya dpat diliat dari 

lmbar disteribusi manual 

Manual SMK3 tidak 

disebarluaskan dilingkungan 

kerja 

▪ Kesalahan metode kerja  

▪ Kecelakaan kerja akibat 

adanya manual kerja yang 

jumlahnya terbatas 

Manual SMK3 harus 

disebarluaskan dan mudah 

dicapai di lingkungan kerja 

agar pihak terkait dapat 

memahami perosedur kerja. 

 

Mengusahakan dengan 

jumlah yang cukup dan 

menempatkannya pada 

tempat yang mudah dicapai 

dan mudah didapat dengan 

tujuan agar para pihak 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

terkait dapat memahami 

prosedur kerja sebagai 

upaya pencegahan 

kecelakaan kerja. 

4 Pengendalian Dokumen      

4.1 Perstujuan, Pengluaran, dan 

Pengndalian Dokumn 

     

4.1.4 Dokumen usaang segra 

disinggkirkan dri 

pennggunaannya sdangkan 

dokumen usang yg di simpn 

untuk kperluan tertntu di beri 

tnda kusus 

Prusahan harus memastikn 

bahwa dokumn K3 yg sedng 

bredar adalh dkumen 

terbru/revsi terahir. Bila 

dismpan mka diberi tnda misal 

kan "obsolute" 

Tidak ada tanda khusus yang 

membedakan antara dokumen 

usang dan dokumen 

terbaru/revisi 

▪ Tercampurnya dokumen 

lama dengan dokumen 

yang baru 

▪ Menemukan kesulitan 

pada saat dokumen 

tersebut diperlukan pada 

waktu tertentu 

Memberi tanda khusus pada 

dokumen untuk memastikan 

bahwa dokumen yang 

sedang beredar adalah 

dokumen terbaru/revisi  

Menerapakan dengan 

adanya sistem informasi 

yang baru dan sempurna 

untuk memudahkan 

pemilihan/penggunaan pada 

dokumen lama dan 

dokumen yang baru 

4.2 Prubahan dan Modipikasi 

Dokumen 

     

4.2.1 Terdapt sisstem untk mmbuat, 

menyetjui prubahan terhadp 

dokumn K3 

Terdapt perosedur pngendalian 

dokumen yng mecakup thapan 

prosess pmbuatan dan 

perstujuan prubahan dokumen 

Tidak ada sistem/ prosedur 

khusus untuk membuat 

perubahan dokumen K3, 

hanya dilakukan oleh staff 

perusahaan yang nantinya 

disetujui oleh penangung 

jawab K3 

Kesalahan dalam membuat 

perubahan terhadap dokumen 

K3 dikarenakan petugas yang 

kurang kompeten di bidangya 

 

Membuat prosedur 

pengendalian dokumen oleh 

petugas yang memiliki 

tanggung jawab dan 

wewenang terhadap 

perubahan tersebut. 

Adanya petugas yang 

bertanggung jawab 

membuat dan menyetujui 

terhadap perubahan pada 

dokumen K3 

6 Kemanan Bekerja 

Berdasarkan SMK3   

     

6.5 Pemliharaan, Pebaikan, dan 

Perubahn Sarna Peroduksi 

     

6.5.8 Apabila diprlukan dlakukan 

penerpan sistem pnguncian 

pengoprasian (lockout system) 

untuk mencegh agar sarana 

Terdapt meknisme pnguncian 

(liht bntuk/sitem pnguncian yag 

dgunakan) terkiat dngan 

perosedur pmeliharaan/perbaikn 

atau perosedur LOTO (Lockout 

Sistem penguncian yang 

dilakukan pada alat-alat 

tertentu dan pada alat yang 

memerlukan sistem 

penguncian khusus, 

Terjadi bahaya jika alat 

menyala sebelum waktunya 

baik pada operator atau pada 

area kerja alat tersebut karena 

Membuat prosedur pada 

sistem penguncian 

pengoperasian, agar sarana 

produksi tidak dihidupkan 

sebelum saatnya. 

Mengunci sumber tenaga 

mesin atau alat sehingga 

alat/ mesin tersebut tidak 

dapat dijalankan sebelum 

keadaannya safe. 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

produksi tdak dihidupkn sbelum 

satnya. 

dan Tagout) bila terpish. 

Rkaman dapt diliat pda daftr 

pelaksanan Lock Out dan 

bandingkn dengn perosedurnya 

sedangkan pada alat yang  lain 

hanya dalam keadaan off. 

 

sistem yang lain belum dalam 

keadaan siap. 

7 Setandar Pmantauan      

7.1 Pemeriksan Bahya      

7.1.4 Dftar priksa (check list) tmpat 

kerja tlah disuun untk dgunakan 

pda sat pmeriksaan/insepeksi. 

Jelas,Dokumen brupa cecklist 

inpeksi tempt krja seuai denngan 

kndisi tempt krjanya. 

Daftar periksa (check list) 

dibuat secara mendadak pada 

saat akan melakukan 

pemeriksaaan/ inspeksi 

▪ Kurangnya detail atau item 

yang akan dilakukan check 

list 

▪ Kesulitan pada saat 

melakukan pengisisan 

check klist karena item 

tidak sesuai dengan kondisi 

dilapangan 

 

Menyusun dan membuat 

daftar periksa sesuai dengan 

kondisi tempat kerja 

Formulir check list dibuat 

dan telah sesuai dengan 

kebutuhan untuk 

melakukan inspeksi, mudah 

pengisiannya dan 

evaluasinya 

7.2 Pemantawan/Pengukurn 

Lingkungn Krja 

     

7.2.2 Pmantauan/pengukurn 

lingkungn krja mliputi faktr 

pisik, kimia, biolgi, ergonmi dan 

sikologi. 

a. Liat pda Kepmenker 

51/MEN/1999 tntang Nlai 

Ambanng Batas Faktr Fisika 

(Kebisingn, suhu krja, 

getran, glombang micro dan 

radasi ultrapiolet) 

b. Lihat pada Kepmenaker 

187/MEN/1999 tentang 

pengendalian bahan kimia 

berbahaya ditempat kerja 

c. Faktor biolgis mislnya nlai 

baku mtu air minm, 

pengawasn, terhadp kwalitas 

makann kariawan, dll 

▪ Tidak tersedianya 

prosedur terhadap 

pengukuran lingkungan 

kerja secara rinci yang 

mliputi faktr fisik, kimia, 

biolgi, ergonmi dan 

sikologi 

▪ Tidak adanya penggunaan 

bahan kimia berbahaya 

yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan 

ditempat kerja sehingga 

beberapa 

dokumen/prosedur tidak 

dibuat 

Jika terjadi hal diluar kendali 

atau diluar dugaan, maka akan 

menyebabkan kerusakan 

lingkungan baik lingkungan 

kerja dan lingkungan sekitar 

proyek dilaksanakan, hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya 

prosedur yang dibuat secara 

rinci yang mencakup faktor 

fisik, ergonomi dan psikologi 

Melakukan pemantauan/ 

pengukuran lingkungan agar 

tidak adanya pencemaran 

terhadap lingkungan akibat 

kegiatan pelaksanaan 

konstruksi  

Hasil pemantauan 

dievaluasi dan apakah telah 

sesuai dengan standar 

peraturan dan UU 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

7.2.3 Pmantauan/pengukran 

lingkungn krja dlakukan oleh 

ptugas atau pihak yg berkompten 

dan berwewenang dri dlm 

dan/atau luar perusahan. 

Dpat dilkukan oleh PJK3 atau 

pihk lain/prsonil yng tlah 

mendaptkan izin dri 

Kmenakertrans (Berkompten/ 

bersertfikat Ahli dlam Inpeksi 

lingkungn Krja) 

Prosedur ini hanya dilakukan 

oleh para staff yang ditunjuk 

perusahaan untuk melakukan 

pemantauan lingkungan kerja 

seperti supervisor K3 namun 

tetap mengacu pada 

standar/pedoman yang berlaku 

Kurangnya pengalaman kerja 

yang berkompeten di 

bidangnya sehingga dapat 

menyebabkan kekeliruan 

dalam melakukan analisis 

pemantauan lingkungan 

Melakukan pemantauan/ 

pengukuran lingkungan oleh 

pihak yang berkompeten dan 

berwewnang untuk 

memastikan tidak adanya 

pencemaran terhadap 

lingkungan akibat kegiatan 

pelaksanaan konstruksi 

Melakukan pemantauan 

secara lebih lua, teratur dan 

dilakukan oleh pihak yang 

berkompeten di bidangnya, 

yang mana hasilnya dapat 

didokumentasikan dan 

digunakan sebagai 

pengendalian 

8 Pelaporan dan Perbaikan 

Kekurangan 

     

8.3 Pemriksaan dan pengkajiyan 

Kecelakan 

     

8.3.1 Tempt krja/prusahaan  

mempuyai prosdur pemriksaan 

dan pengkajiyan kecelakan krja 

dan peyakit akibt krja. 

Dokumenya sama dngan 8.2.1 

dmana bsa dijadikn satu prosdur 

yaitu plaporan dan 

penyelidikanya 

Tidak adanya keputusan/ 

prosedur secara rinci yang 

mengatur jika terjadinya 

kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, hanya dilakukan 

oleh tim evakuasi K3 di 

lapangan, hal ini dikarenakan 

tidak adanya kecelakaan kerja 

yang bersifat fatal 

Kesulitan terhadap mengambil 

keputusan akibat tidak adanya 

prosedur khusus yang 

dilakukan perusahaan untuk 

selanjutnya dilakukan 

penyelidikan.  

Membuat prosedur 

pemeriksaan untuk 

melakukan pengkajian 

kecalakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja 

Adanya keputusan yang 

telah ditetapkan dan diatur 

oleh perusahaan  yang 

memberikan wewenang dan 

tanggung jawab 

penyelidikan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja 

dan hasilnya dapat 

digunakan sebagai 

perbaikan. 

9 Pengelolaan Material dan 

Perpindahannya 

     

9.2 Sisstem Penganngkutan, 

Peyimpanan dan Pembuangn 

     

9.2.2 Terdapt perosedur yng 

menjelaskan persyaratan 

pengendalian bahan yang dapat 

rusak atau kadaluarsa. 

▪ Bahn-bahan yg ditangani 

sesuai dengn peraturan 

perundangan seperti 

penyimpanan bahan peledak, 

penyimpanan gas-gas dengan 

tabung atau bejana 

▪ Tidak terdapat prosedur 

secara rinci bahua bahn 

disimpn dan dipindhkan 

dengan cara yang aman 

namun tetap dilakukan 

pengawasan ketat sesuai 

Barang yang disimpan mudah 

rusak/kadaluarsa dikarenakan 

kurangnya prosedur terhadap 

pengendalian barang yang 

mudah rusak/kadaluarsa 

Membuat dan menerapakan 

prosedur pengendalian 

bahan yang dapat mudah 

rusak atau kadaluarsa  

▪ Perusahaan 

menyiapkan/ membuat 

prosedur pengendalian 

bahan rusak/ kadaluarsa 

yang meliputi tata cara 

untuk menentukan dan 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

bertekanan yang bersifat 

reaktif flammability dll 

▪ Adanya prosedur 

pengendalian barang 

rusak/kadaluarsa sebagai 

pengawasan terhadap kualitas 

barang 

dengan metode 

pelaksanaannya 

▪ Tidak terdapt perosedur yg 

menjlaskan bahwa 

persaratan pngendalian 

bahn yg dapt rusak atau 

kedaluarsa 

mengawasi kualitas 

barang dan pengujian 

bahan atau barang yang 

rusak/ kadaluarsa serta 

prosedur 

administrasinya 

▪ Bahan/ material dengan 

menggunakan bahan 

peledak, gas harus 

disimpan pada tempat 

yang sesuai dengan 

peraturan perundangan. 

9.3 Pengndalian Bahn Kimia 

Berbahya (BKB) 

     

9.3.1 Prusahaan tlah 

mendokumntasikan dan 

menrapkan perosedur mengnai 

penyimpannan, penanganan dan 

pemindahn BKB sesuai dengn 

persaratan praturan prundang-

undangn, setandar dan pdoman 

teknis yg relvan. 

Ada prosedur tertulis mengenai 

kegiatan-kegiatan tersebut untuk 

bahan berbahaya. Bisa berupa 

prosedur atau instruksi kerja 

terkait dengan penggunaan 

bahan kimia tsb. Peraturan yang 

mengatur tentang B3 yaitu PP 

no. 74 tahun 2001 tentang 

Pengendalian Bahan Kimia di 

tempat kerja 

Kurangnya pendokumentasian 

dan penerapan perosedur 

mngenai penyimpnan, 

penangnan dan pmindahan 

BKB sesuai dengn persaratan 

perundangan, hal ini 

dikarenakan proyek yang 

dilaksanakan tidak 

menggunkan BKB yang perlu 

penanganan khusus, namun 

tetap mengacu pada 

persyaratan perundang-

undangan 

Kesalahan pada saat 

melakukan penyimpanan, 

penanganan, pemindahan 

BKB sehingga dapat 

menyebabkan metode kerja 

dan penggunaannya 

Membuat dan melakukan 

pendokumentasian 

mengenai peyimpanan, 

penangnan dan pemindhan 

BKB sesuai dngan 

persaaratan peraturan 

prundang-undangn 

Perusahaan membuat 

prosesdur peyimpanan, 

penangnan semua B3 yang 

terdapat di prusahaan yang 

mngacu paada lembar 

MSDS dan pdoman dri 

msing-msing bahn dan 

kmudian untuk 

dikomnikasikan ke smua 

pihak yg trkait dengn 

penangnan bahn trsebut 

9.3.2 Terdapt Lembr Dta Kselamatan 

BKB (Material Safety Data 

Sheets) meliputi keterangan 

mengenai keselamatan bahan 

sebagaimana diatur pada 

MSDS (Material Safety Data 

Sheet) Seharusnya tempat kerja 

mempuyainya dan bsa didapatkn 

dri phak suplier bahn kimia. 

(Dipersaratkan pda elemn 5 

Tdak terdapt sistem untuk 

mengidentifikasi dan 

pmberian lbel secra kusus dan 

jels pda bahn kimia berbahya 

Kesalahan pada saat 

melakukan penyimpanan, 

penanganan, pemindahan 

BKB sehingga dapat 

Melaksanakan dan 

memahami dalam 

melakukan penyimpanan, 

penanganan, pemindahan 

BKB pada prosedur kerja. 

Prusahaan mmbuat 

perosedur yg memudahkan 

bahan MSDS didapatkn 

oleh pkerja seperti di ruang 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

peraturan perundang-undangan 

dan dengan mudah dapat 

diperoleh. 

dalm pmbelian bahn). Rekaman 

MSDS ini ditemukn baik 

ditmpat yg meyimpan maupn 

mengunakan. MSDS ini 

sebiaknya bersipat komunikatip 

artinya dimengrti olh smua pihk. 

menyebabkan metode kerja 

dan penggunaannya 

 

konterol, ruang kontrol 

karywan 

10 Pengumpuln Dan 

Pennggunaan Data 

     

10.2 Data dan Laporn K3      

10.2.2 Laporn rutin kinrja K3 dibuat 

dan disebrluaskan di dalm tempt 

krja. 

Laporn rutiin K3 misalya:  

lporan yg berhbungan dengn 

kinrja K3 termsuknya didalm 

monnitoring terhadp perogram 

K3 

Tidak terdapat prosedur yang 

dilakukan oleh petugas untuk 

disebarluaskan hasil dari 

analisa K3, hanya saja 

melakukan evauasai pada saat 

rapat evaluasi mingguan 

Kesulitan pada saat 

melakukan evaluasi perbaikan 

dikarenkan tidak adanya 

prosedur yang dilakukan 

secara rutin di lingkungan 

kerja 

Membuat laporan rutin K3 

untuk disebarluaskan di 

dalam tempat kerja sebagai 

evaluasi terhadap kinerja 

program K3. 

Petugas membuat prosedur 

untuk menyebarluaskan 

hasil dari analisa kinerja K3 

12 Pngembangan Ke\terampilan 

dan Kmampuan 

     

12.1 Setrategi Platihan      

12.1.7 Perogram pelatihn dtinjau secra 

tratur untk mnjamin agar tetp 

relvan dan epektif. 

Pada perosedur platihan ada 

tahapn dmana smua perogram 

platihan slama stahun dievaluasi 

untk mnentukan apakh masih 

relvan atau prlu pningkatan lebih 

lanjut. Termsuk perosentasi 

kberhasilan pelatihan yang tlah 

diikuti. 

Tidak adanya prosedur 

Pelaksanaan program 

pelatihan yang dilakukan 

perusahaan untuk melakukan 

evaluasi dikarenakan program 

kerja yang dilaksanakan tidak 

terlalu lama. 

▪ Keterbatasan keterampilan 

pekerja 

▪ Tidak adanya peningkatan 

kinerja karyawan 

dikarenakan tidak adanya 

prosedur sebagai 

penunjang efektifitas dari 

pekerja  

Penijauan pelatihan bagi 

tenaga kerja secara teratur 

agar tetap relevan dan 

efektif 

Perusahaan mmbuat 

perosedur yag 

memungkinkn intansi dan 

tenga krja yg dilatih untk 

memantau apliksi hasl 

latihn dan epektifitas dri 

hasl latihn yg  tlah dilkukan 

12.3 Platihan Bagi Tnaga Krja      

12.3.2 Platihan diberikn kepda tnaga 

krja apbila di tmpat krjanya terjdi 

prubahan sarana peroduksi atau 

peroses. 

Prubahan sarna peroduksi atau 

peroses dpat menimbulakan 

bahya baru mka tnaga kerja hars 

dinformasikan mengnai bahya 

ini. 

Tidak adanya prosedur 

pelatihan bagi tenaga kerja, 

dilakukan hanya penyesuaian 

dilapangan berdasarkan 

▪ Keterbatasan keterampilan 

pekerja 

▪ Kesalahan metode kerja 

akibat dari perubahan 

Memberikan pelatihan pada 

tenaga kerja  

Dengan membuat 

kebutuhan untuk mlakukan 

platihan mliputi sikap 

tenaga kerja pada kondisi 

lingkungan kerja prubahan 
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No Elemen dan Sub Elemen 
Pemenuhan/ Dokumen 

Terkait 

Faktor Penyebab Tidak 

Terpenuhnya Penerapan 
Dampak 

Tindakan/ Respon 

Pencegahan Perbaikan 

keahlian yang sesuai tempat 

kerja 

sarana produksi dan 

lingkungan kerja 

trmasuk pengunaan APD 

dan Contigency Plan. 

12.3.3 Pngusaha atau pngurus 

memberikn platihan pnyegaran 

kepda semwa tenga krja. 

Platihan pnyegaran ini tergntung 

kebuthan/ persaratan yg ada. 

Mislnya platihan tanggp darurt 1 

thn skali, platihan P3K, platihan 

B3 dll 

Tidak adanya prosedur 

pelatihan bagi tenaga kerja, 

dilakukan hanya kegiatan 

evaluasai kepada tenaga kerja 

seperti kegiatan safety 

moorning meeting 

Kurangnya kesadaran tanggap 

darurt bagi karyawan dan 

petugas K3 jika terjadi 

keadaan darurat. 

Memberikan pelatihan 

penyegaran kepada tenaga 

kerja sebgai tindakan 

tanggap darurat jika terjadi 

permasalahan dilapangan 

Memmbuat simulsi untk 

sebagai sarana pelatihn 

penyegarn dimna tenga keja 

dihadapkn pda simlasi 

keadan darurt 

 

Berdasarkan hasil temuan Audit dan analisis yang dilakukan, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebab tidak terpenuhnya penerapan pada Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangun Gedung DPRD Sleman yang dilakasanakan oleh perusahaan (PT. ATP) 

diantaranya adalah, tidak adanya dokumen dan prosedur khusus terhadap perubahan-perubahan dilapangan yang implikasinya terhadap K3, diantarnya 

merupakan kurangnya pendokumentasian dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dimana terdapat ketidak kosistenan dalam 

melakukan pemenuhan persyaratan dan acuan lainnya. Berdasarkan temuan tersebut maka selanjutnya adalah untuk mendapatkan/melakukan tindakan respon, 

perbaikan/improvement diantaranya adalah dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahan-perubahan dilapangan untuk mengambil 

keputusan yang implikasinya terhdap K3, melakukan dokumentasi pada penerapan prosedur dengan sistem informasi yang baru serta memberikan pelatihan 

penyegaran bagi tenaga kerja, dimana tenaga kerja dihadapkan pada simulasi keadaaan darurat, sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan melakukan 

pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan sistem Audit yang dilaksanakan  maka dapat 

diambil kesimpulan sebagi berikut: 

a. Tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang 

dilaksanakan oleh perusahaan (PT. ATP) adalah pencapaian penerapan 

(Memuaskan) dengan nilai persentase penerapan sesuai sebesar 89,76% dan 

temuan tidak sesuain sebesar 10,24% (Kategori Minor). 

b. Faktor penyebab tidak terpenuhnya penerapan adalah tidak adanya 

dokumen perosedur dan format khusus terhadap perubahan-perubahan 

dilapangan yang impilkasinya terhadap K3, diantaranya merupakan 

kurangnya pendokumentasian dan pelatihan bagi tenaga kerja, dimana 

terdapat ketidak kosistenan dalam melakukan pemenuhan persyaratan dan 

acuan lainnya. 

c. Tindakan respon dan perbaikan/ improvemnt yang dapat dilakukan adalah 

dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahan-

perubahan yang implikasinya terhadap K3, melakukan  pendokumentasian 

penerapan prosedur dengan sistem informasi yang baru serta melakuakan 

pelatihan penyegaran bagi para tenga kerja dalam upya melakukan 

pencgahan kecelakan kerja dan pemenuhan penerpan SMK3 sesuai dengan 

peraturan perndang-undanngan. 

 

6.2. Saran 

a. Perlunya di adakan manajmen review dan update terhdap dokumen serta 

prosedur SMK3 yanng telah ada sebagai upaya dalam melakukan 

pemenuhan persyaratan/peraturan, hal ini disebabkan karena faktor 

penyebab tidak terpenuhnya penerapan adalah ketidak konsistenan dalam 

pemenuhan persyaratan dan prosedur dan acuan lainnya. 
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b. Audit internal agar dapat dilakukan secara rutin oleh perusahaan utuk 

memmastikan bhwa penerpan SMK3 benarbenar dilaksanakan oleh semua 

jenjng di dalam organiasi dan diharapkan dpat melakukan perbaikan yng 

berklanjutan. 

c. Peninjauan yang dilakukan dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pencapaian penerapan SMK3 yang dilaksanakan pada proyek pembangunan 

gedung dengan cara melakukan sistem Audit, maka dari itu disarankan pada 

peneliti selanjutnya agar meninjau dari sisi tingkat kepuasan dan 

produktivitas pekerja telah dilaksanakannya penerapan SMK3.
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L A M P I R A N  



 

 

L-1; Data Responden 

 

RESPONDEN PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat, 

Sebagai salah satu bahan pendukung dalam rangka menyusun tugas akhir 

kuliah (Tesis) di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Magister 

Manajemen Konstruksi Universitas Islam Indonesia, dengan ini saya bermaksud 

melakukan pengumpulan data dan mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan (SMK3L) Pada Proyek Konstruksi Gedung (Studi Kasus: Proyek 

Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta)”. 

Peneliti berharap dengan segala kerendahan hati diharapkan bantuan dari 

para responden untuk berpartisipasi dalam mengisi dan menjawab dengan sebenar-

benarnya seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Atas waktu dan 

kesediaannya saya ucapkan terima kasih dan berharap semoga penelitian yang 

dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

 

Hormat Saya, 

 

 

   Ibrahim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










